PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM ADAT SASI LAUT DAN UNDANG-UNDANG  PERIKANAN RI by -, NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA
SKRIPSI 
 
 
 
PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERDASARKAN 
SISTEM HUKUM ADAT SASI LAUT DAN UNDANG-UNDANG 
PERIKANAN RI 
 
 
 
OLEH : 
NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA 
B111 12 317 
 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PERDATA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERDASARKAN SISTEM 
HUKUM ADAT SASI LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN RI 
 
OLEH: 
NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA 
B 111 12 317 
 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Pada Bagian Hukum Keperdataan 
Program studi ilmu hukum 
 
OLEH: 
NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA 
B 111 12 317 
 
Bagian Hukum Keperdataan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2016 
 
ii 
 
PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN 
BERDASARKAN SISTEM HUKUM ADAT SASI LAUT  
DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN RI 
 
 
disusun dan diajukan oleh 
NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA 
B111 12 317 
 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Jumat, 27 Mei 2016  
Dan Dinyatakan Diterima 
 
  
  
 
Panitia Ujian 
Ketua 
 
  
 
 
Sekretaris 
 
 
  
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 
NIP. 19671231 199103 2 002 
Dr. Sri Susyanti Nur. SH.,M.H 
NIP. 19641123 199002 2 001 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
   
 
 
 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 
NIP. 19610607 198601 1 003 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
 
NAMA   : NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA 
No.Pokok  : B 111 12 317 
BAGIAN  : HUKUM PERDATA 
JUDUL      : PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN  
DENGAN SISTEM  HUKUM ADAT SASI LAUT DAN  
UNDANG-UNDANG PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
Makassar,        Mei 2016 
Pembimbing I,           Pembimbing II, 
 
 
 
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dr. Sri Susyanti Nur. SH.,M.H 
NIP. 19671231 199103 2 002          NIP. 19641123 199002 2 001 
 
 
 
ABSTRAK 
NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA (B 111 12 317), Pelestarian Sumber 
Daya Perikanan dengan Sistem Hukum Adat Sasi Laut dan Undang-Undang 
Perikanan Republik Indonesia. Dibawah bimbingan oleh Farida Patittingi dan 
Sri Susyanti Nur. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelestarian sumber daya 
perikanan yang diatur Undang-Undang Perikanan dikaitkan dengan sistem 
akses terbuka di Indonesia dan Bagaimana Upaya pelestarian sumber daya 
perikanan dengan sistem Hukum Adat Sasi Laut dan Undang-Undang 
Perikanan di Indonesia.  
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Provinsi Maluku, dinas perikanan 
Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kota Makassar, Pangkalan 
Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Kota Makassar, Kantor Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara Maluku, dan Negeri Haruku yang bertujuan untuk 
mendapatkan data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen-
dokumen terkait.  
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pelestarian Sumber Daya Perikanan 
dengan Undang-Undang Perikanan Indonesia yang dikaitkan dengan open 
acces menyangkut pengendalian izin usaha perikanan. Pengendalian izin 
bukan membatasi hak akses nelayan namun dengan menentukan daerah 
operasi wilayah penangkapan dan alat tangkap berdasarkan estimasi potensi 
sumber daya ikan yang disebut dengan alokasi sumber daya perikanan. 
Namun pada kenyataan terdapat ketidaksesuaian data statistik 
penangkapan, dan berbagai permasalahan penerbitan izin seperti 
ketidaksesuaian dokumen dengan data di lapangan sehingga alokasi tidak 
terlaksana dengan baik. 2) Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan 
Sistem Hukum Adat Sasi sangat baik karena fokus tidak hanya kepada 
nelayan sebagai subjek penangkapan namun fokus juga kepada sumber 
daya perikanan sebagai objek penangkapan seperti memberikan ikan 
kesempatan untuk beregenarasi dengan baik. sistem hukum adat sasi juga 
baik karena faktor penegakkan aturan yang tegas dari kewang sebagai 
pengawas adat. Sedangkan Undang-undang Perikanan Indonesia 
sebenarnya mengatur pelestarian sumber daya perikanan dengan baik. Titik 
fokusnyapun kepada nelayan dan perikanan. Namun penegakkan aturannya 
tidak dilakukan secara menyeluruh oleh dinas perikanan. Sehingga 
menyebabkan pelestarian sumber daya perikanan dengan Undang-Undang 
Perikanan Indonesia kurang efektif. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
NYOMAN SUARNINGRAT TRI ASTIKA (B 111 12 317), Preservation of 
Fisheries Resources Through Indigenous Legal Sea Sasi system and 
Indonesian Law of Fishery. Supervised by Farida Patittingi and Sri Susyanti 
Nur. 
The aims of this research are to understand the preservation of fishery 
resources regulated in the Indonesian Law of Fishery with the open access 
system and to understand the preservation efforts of fishery resources in 
Indigenous Legal System of Sasi along with Indonesian Law of Fishery. 
This research took place in Fishery Department of Maluku Province, Fishery 
Department of South Sulawesi Province, Fishery Department of Makassar, 
Fishery Catching Base (PPI) Paotere Makassar, Office of Maluku Indigenous 
People Alliance and Negeri Haruku with aim to collect primary and secondary 
data. Those data were collected using interview and related documents. 
The results of the research are 1) The Preservation of Fishery Resources 
regulated in Indonesian Law of Fishery linked to the open access relating with 
the control of fish farm permits. This control of permits does not limit the 
access rights of the fisherman, however it determines the operation area of 
fish catching and the types of tools that being used based on the estimation 
of fishery resource potention that called as allocation of fishery resources. In 
fact, there is discrepancy among the statitic data of catching and various 
problems related to the issuance of permits like incompatibility between the 
documents and data in field so that the allocation could not be well 
accomplished. 2) The preservation of fishery resources with indigenous legal 
system of Sasi is magnificent because the focus is not only on fisherman as 
the subject of the catching process, instead it also focuses on the fishery 
resources as the object of catching. This is indicated by giving the chance for 
the fish to regenerate properly. Subsequently, the law enforcement in Sasi 
System works firmly by kewang as the indigenous supervisor. Meanwhile the 
Indonesian Law of Fishery is working as well by regulating the preservation of 
fishery resources properly. The focus points are the fishermen and fishery 
system. However its law enforcement is not carried out firmly by the fishery 
department. Therefore, it leads to the less efective preservation of fishery 
resources. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.504 
pulau. Pulau-pulau tersebut secara geografis yang membentang 
sepanjang 5.120 km dari barat (sabang) ke timur (Merauke) dan  selebar 
1.761 km dari utara (kepulauan Sangihe Talaud) ke selatan (Pulau rote). 
Indonesia juga memiliki luas laut sebesar 5.8 juta km2 (3.1 juta km2 laut 
Nusantara dan teritorial dan 2.7 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif yang 
merupakan 70% wilayah NKRI; dengan panjang garis pantai 99.093 km2. 
Selain itu juga memiliki posisi geostategis yang diapit oleh samudra Pasifik 
dan Samudra Hindia serta diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia. 
Indonesia juga memiliki posisi strategis yang berada di jantung segitiga 
karang Dunia (World Coral Triangle) dengan potensi sumber daya 
kelautan yang sangat prospektif dan keanekaragaman hayati tertinggi di 
dunia. 1 
Beberapa contoh sumber daya yang berasal dari lautan atau 
perairan adalah rumput laut, bebatuan, kerang, dan ikan. Potensi lautan 
Indonesia yang kaya akan berbagai sumber daya, khususnya dalam 
aspek perikanan seharusnya menjadi sasaran terkait upaya 
                                                          
1 Badan Informasi Geospasial, 2014, Luas Wilayah Perairan Indonesia, Surat Badan Informasi 
Geospasial Nomor B.3.4/SESMA/IGD/07/2014, Jakarta. 
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pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam artian 
bahwa pembangunan sebaiknya mulai diarahkan dengan memaksimalkan 
pengelolaan dan pemanfaatan laut secara terpadu. 
Permasalahan yang dihadapi terkait pemanfaatan sumber daya 
perikanan dan kelautan di Indonesia mulai terlihat sejak Pemerintahan 
Orde Baru di bawah Presiden Soeharto(1968-1998). Saat itu perikanan 
dan kelautan tidak mendapat perhatian yang serius, karena pemerintahan 
Orde Baru lebih terfokus pada pemanfaatan sumber daya pertanian dan 
kehutanan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya swasembada 
beras yang diakui oleh masyarakat dunia. 2 
Begitupun pada masa pemerintahan Predisen B.J. Habibie(1998-
1999), permasalahan terkait perikanan dan kelautan belum tersentuh 
sama sekali, hal tersebut dikarenakan pemerintahannya terfokus pada 
pembenahan reformasi, selain itu jangka waktu pemerintahannya yang 
hanya berlangsung selama 1 tahun menyebabkan upaya dalam 
mengembangkan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia 
belum dapat dijangkau dan dilaksanakan pada masa itu. 3 
Namun tidak demikian pada masa pemerintahan Abdurahman 
Wahid (1999-2001), permasalahan perikanan dan kelautan mulai 
mendapat perhatian serius, hal tersebut dibuktikan dengan mengangkat 
                                                          
2 Supriadi, dkk., 2011,  Hukum Perikanan Indonesia Cetakan Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.6 
3 Ibid, 
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Rokhmin Dahuri, seorang Doktor Jurusan Perikanan Institut Pertanian 
Bogor (IPB) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun 
pemerintahannya tidak bertahan lama, dan kemudian diganti oleh 
Megawati Soekarno Putri (2001-2004) yang lebih fokus dengan 
permasalahan perikanan dan kelautan dengan mengangkat kembali 
Rokhmin Dahuri sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan.4 
Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, kebijakan perikanan 
hampir sama dengan kebijakan yang telah digagas sebelumnya oleh 
Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun, 
setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) kembali 
berkuasa dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Beliau melakukan 
pergantian Menteri Perikanan yang baru dengan mengangkat Fadel 
Muhammad, seorang Insinyur Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung 
sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam program seratus harinya, 
Fadel Muhammad tampil dengan kebijakan ambisiusnya untuk menjadikan 
Indonesia sebagai produsen ikan terbesar di dunia pada tahun 2015, 
program tersebut dinamakan sebagai Program Minapolitan. Dalam harian 
Kompas (Edisi 16 April 2010)5 menyatakan bahwa keinginan menjadi 
produsen terbesar itu sama artinya dengan mengalahkan Cina yang 
produksi ikannya melampaui 46 juta ton per tahun. Apabila tahun 2009 
produksi perikanan budi daya Indonesia 4,78 juta ton, maka dalam kurun 
                                                          
4 Ibid, Hlm 6 
5 Minapolitan, “Agar Ambisi Bisa Terwujud”, Harian Kompas, Jum’at, 16 April 2010, hlm. 47 
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waktu lima tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
menargetkan lompatan produksi budi daya adalah sebesar 353 persen 
atau sekitar 16,89 juta ton pada tahun 2014. Ada 10 komoditas perikanan 
yang akan digenjot produknya, yakni bandeng, patin, nila, lele, udang, 
mas, gurame, kakap, kerapu, tuna, dan rumput laut. Program Minapolitan 
merupakan konsep kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan.6 
Peningkatan hasil produksi budi daya sebesar 353 persen yang 
ditargetkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia 
Bersatu Jilid II ini, akan dihadapkan pada penangkapan sumber daya 
perikanan secara besar-besaran. Sementara bagaimanapun, sebanyak-
banyaknya sumber daya perikanan, tetap saja itu adalah sumber daya 
yang harus dijaga kelestariannya. Pengeksploitasian Sumber Daya Alam 
yang dilakukan tanpa batas dan tanpa suatu sistem pengelolaan yang 
baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang 
menyangkut kelangsungan dari sumber daya alam beserta keseimbangan 
ekosistemnya, seperti musnahnya spesies tertentu sehingga dapat 
menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya sumber daya tersebut. 
Oleh karena itu sistem pengelolaan melalui pengaturan yang memadai 
mutlak diperlukan mengingat saat ini ikan sudah tidak lagi merupakan 
sumber daya yang tidak terbatas jumlahnya, tetapi sudah merupakan 
sumber daya yang harus dibudidayakan sebaik-baiknya. Sumber daya 
ikan sangat peka oleh keadaan alam sekitarnya, apabila dieksploitasi 
                                                          
6 Op.Cit, Supriadi dkk, Hlm. 7  
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secara berlebihan (over eksploitation) melebihi jumlah tangkapan yang 
diperkenankan (maximum sustainable yield) ataupun apabila sumber daya 
itu tidak dapat dieksploitasi sama sekali, hal itu akan menimbulkan 
dampak biologis bagi eksistensi sumber daya ikan tersebut.7 Dari uraian di 
atas maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada suatu 
masa di mana rezim akses terbuka akan dianut oleh negara-negara di 
dunia, termasuk Indonesia. 
Doktrin Laut Bebas (Mare Liberium) yang digagas oleh Hugo De 
Groot alias Hugo Grotius, seseorang ahli hukum Belanda yang juga 
pengembang perubahan rezim pemanfaatan sumber daya laut menjadi 
rezim akses terbuka mengemukakan bahwa paling tidak ada dua 
kemungkinan penerapan rezim akses terbuka ini; pertama, sumber daya 
perikanan yang tidak tak terbatas ini diakses oleh kapal yang hampir tak 
terbatas, yang dianggap telah mengakibatkan kerusakan sumber daya 
dan berbagi masalah ekonomi. Kedua, yang merupakan koreksi dari 
kemungkinan pertama, dilakukan pengendalian atas jumlah kapal yang 
dapat mengakses sumber daya ikan atau pengaturan terhadap hasil 
tangkapannya.8 
                                                          
7 Alma Manuputty, dkk, 2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan 
Negara yang secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Arus Timur, 
Makassar, Hlm.3 ; Dapat Dilihat juga di R.R. Churchill and A.V.Lowe, 1983, The Law of The Sea, 
Manchester University Press, hlm. 199 
8 Bono Budi Priambodo, 2013, Ikan Untuk Nelayan Cetakan Pertama, Badan Penerbit FH-UI, Jawa 
Barat, hlm. 15 
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Berawal dari suatu tradisi Barat yang menjadi arus utama hukum 
laut internasional, lautan termasuk kedalaman laut, dasar laut, dan semua 
sumber daya biologis maupun mineral dianggap sebagai warisan bersama 
umat manusia (Common Heritage of Mankind); terbuka bagi siapa saja 
yang memiliki alat dan cara untuk menciptakan dan mengeksploitasi 
peluang-peluang di bidang kelautan. Ditambah lagi dengan dukungan-
dukungan Negara yang tak memiliki garis pantai yang cukup panjang 
seperti Belanda pada saat itu, maka pemahaman-pemahaman inilah yang 
dipadukan dengan ekonomi pasar modern yang sesungguhnya 
mengakibatkan terjadinya eksploitasi berlebih pada sumber daya ikan 
dunia sampai akhir abad ke-20, dimana lautan dunia bebas diakses oleh 
siapapun yang akan menangkap ikannya. 9 
Ironisnya, kebanyakan kasus perikanan dengan rezim akses 
terbuka justru banyak terjadi di kawasan Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), misalnya ketika upaya tangkap dan stok ikan sudah 
jauh tak sebanding. Sangat sedikit pembatasan yang diterapkan baik pada 
jumlah nelayan atau kapal penangkapan ikan. Kombinasi rezim akses 
terbuka, meningkatnya permintaan pasar global atas ikan, dan pergerakan 
populasi dari pedalaman ke kawasan-kawasan pesisir telah menyebabkan 
meluasnya kejadian tangkap berlebih (overfishing) dan penurunan drastis 
habitat dan sumber daya kelautan pesisir.10 Di Indonesia sendiri terdapat 
                                                          
9 Ibid, Hlm. 15-16 
10 Ibid, Hlm. 18 
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beberapa daerah yang telah mengalami tangkap jenuh (over fishing) 
seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Pesisir Selatan Sulawesi, Selat Bali, dan 
Laut Arafuru.11 
Berbicara tentang perikanan laut tidak hanya menyangkut masalah 
bagaimana mencapai keadilan dan keselarasan sosial antar manusia saja, 
tetapi juga harus memperhatikan sejauh mana pelestarian sumber daya 
ikan tersebut dapat dipelihara, agar pemanfaatannya tidak merusak akibat 
eksploitasi yang tidak terkendali termasuk upaya pemeliharaan 
lingkungannya. 
Jumlah kapal penangkap ikan dalam periode tahun 2000-2010 
meningkat rata-rata 2,6% per tahun, yaitu 579.491 buah pada tahun 2000 
meningkat menjadi 742.369 buah pada tahun 2010. Peningkatan rata-rata 
jumlah kapal penangkap ikan terbesar terjadi pada perahu motor yaitu 
sebesar 7,23% per tahun.12 Data ini mempertegas bahwa sangat sedikit 
pembatasan yang diterapkan pada kapal penangkapan ikan. Dengan 
jumlah kapal penangkap ikan yang dari tahun ke tahun terus meningkat 
maka sudah seharusnyalah sistem pengelolaan sumber daya perikanan 
juga mengalami peningkatan atau perlu dilakukannya penemuan-
penemuan model pengelolaan sumber daya perikanan untuk 
menyeimbangkan peningkatan kapal perikanan dan kelestarian perikanan. 
                                                          
11 Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, 2013, Pentingnya Nilai-nilai kearifan Lokal dalam 
Pengelolaan Perikanan Budi Daya, www.kkp.go.id, diakses tgl 7-2-2016 
12 KKP-DKP, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 
Jakarta, 2011, hlm. 39. 
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Di Indonesia sendiri, aturan hukum terkait perikanan dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 
tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut pasal 26, 
27 dan 28 telah menerapkan pembatasan akses terhadap wilayah 
penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan bagi usaha perikanan. 
Perizinan ini berupa surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin 
penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). 
Namun, jumlah kapal yang dapat mengaksesnya tidak dibatasi, sehingga 
undang-undang ini dapat dikatakan menganut rezim akses semi-terbuka. 
Sehingga efektifitas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 jo. Undang-
Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dalam rangka mengatasi 
permasalahan rezim akses terbuka masih perlu dipertanyakan. 
Salah satu titik awal dari reposisi rezim perikanan nasional adalah 
dengan mengubah rezim akses terbuka menjadi akses terbatas (limited 
entry) atau paling tidak semi-terbuka terkendali (controlled quasi-open 
acces). Rezim ini meletakkan fokus pada pengelolaan perikanan baik dari 
sisi masukan maupun keluaran melalui mekanisme pengaturan hak akses 
(right-based fishery). Dalam pada itu, mekanisme hak penangkapan ikan 
dalam arti luas berupa pemberian hak yang jelas kepada nelayan 
perikanan tangkap untuk melakukan aktivitasnya sangat sentral bagi rezim 
ini13. Jadi, aturan-aturan yang mengatur masalah perikanan bukan lagi 
yang menganut rezim akses terbuka secara utuh, karena konsep akses 
                                                          
13 Suseno, 2007, Menuju Perikanan Berkelanjutan, Pustaka Cedisindo: Jakarta, Hlm. 134. 
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terbuka yang awalnya baik karena memberikan hak kepada semua orang 
untuk melakukan penangkapan ikan tanpa terkecuali namun seiring 
berjalannya waktu dan dampak negatif yang ditimbulkannya perlu 
dipertimbangkan kembali karena memicu terjadinya eksploitasi berlebih.  
Terkait masalah menipisnya sumber daya perikanan, sebenarnya 
ada salah satu model pengelolaan sumber daya perikanan yang cukup 
baik dengan pola bottom up dengan berdasar pada kearifan lokal (local 
genius). Pola pengelolaan ini cukup baik karena memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk berperan langsung dalam menjaga kelestarian 
sumber daya perikanan. Model pengelolaan ini secara secara tegas 
disebutkan dalam  Bab IV  Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 
jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa14 : 
(1) Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang 
optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber 
daya ikan. 
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan 
dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat 
dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran masyarakat. 
Pada Pasal 6 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan dalam 
penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum 
adat. Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang 
mengatur pelestarian sumber daya alam pesisir dan laut, memang 
                                                          
14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118) Jo. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154) Tentang 
Perikanan 
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ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan 
berkembang dalam masyarakat adat juga mengatur sistem pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan perairan laut. 
Jika dicermati ternyata masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, 
memiliki cara dalam melestarikan dan mengelola potensi kelautan dengan 
sistem tradisional yang dikenal dengan hukum adat kelautan. Contohnya 
saja  Hukum adat Laot/lembaga adat laot di Propinsi Nangroe Aceh 
Darusalam, Lebak Lebung di Propinsi Sumatra Selatan, Ponggawa Sawi 
di Propinsi Sulawesi Selatan, Hukum Adat Sasi di Maluku dan Papua, 
Awig-awig di Lombok Barat NTB.  
Ada yang unik diantara beberapa sistem adat tersebut, dalam 
sistem adat Sasi dikenal adanya sasi buka dan sasi tutup, dimana pada 
saat sasi tutup tidak ada satupun masyarakat melakukan penangkapan 
ikan karena memberi kesempatan kepada ikan untuk beregenerasi. 
Kegiatan penangkapan dilakukan pada saat periode sasi buka. Hukum 
adat Sasi ini menjadikan Maluku dan Papua sebagai salah Kabupaten 
yang kaya akan sumber daya kelautannya. Namun yang luar biasanya 
adalah menurut data statistik perikanan tangkap Indonesia yang dibuat 
oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dari volume produksi perikanan 
tangkap di laut tahun 2010, sebanyak 21,57% didaratkan di pantai 
Maluku-Papua, 16,73% dipantai Utara Jawa, 11,53% di pantai Timur 
Sumatera, 10,10% di pantai Selatan Sulawesi, 8,76% di pantai Barat 
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Sumatera, 8,60% di pantai Utara Sulawesi, 6,26% di pantai Selat Malaka, 
6,09% di pantai Bali-Nusatenggara, 4,75% di pantai Selatan/Barat 
kalimantan, 3,17% di pantai Timur Kalimantan dan 2,44% di pantai 
Selatan Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penangkapan dan 
pelestarian ikan di Kabupaten Maluku Tengah dan Papua berjalan secara 
seimbang. 15 
Terkait dengan permasalahan tersebut penulis berinisiatif untuk 
melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap prinsip akses terbuka 
(open acces) dengan acuan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 jo. 
Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan pelestarian 
perikanan dengan sistem hukum adat Sasi. sehingga dapat menjawab 
permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas. Dari uraian tersebut, 
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 
 “Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan Sistem Hukum Adat 
Sasi Laut dan Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia” 
 
 
 
 
                                                          
15 KKP-DKP, Op.Cit, Hlm. 42 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelestarian sumber daya perikanan yang diatur 
undang-undang perikanan dikaitkan dengan sistem akses terbuka 
di Indonesia? 
2. Bagaimanakah upaya pelestarian sumber daya perikanan dengan 
sistem Hukum adat sasi laut dan undang-undang perikanan di 
Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan 
yang diatur undang-undang perikanan dikaitkan dengan sistem 
akses terbuka di Indonesia 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian sumber daya 
perikanan dengan sistem adat sasi laut dan undang-undang 
perikanan di Indonesia 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
1. Secara Akademisi  
 Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian 
ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Hukum Perdata yang 
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dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami 
secara khusus tentang penangkapan dan pelestarian perikanan 
sehingga melatih dan mempertajam daya analisis terhadap 
persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring 
perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam 
Pelestarian sumber daya perikanan. Selain itu, penelitian ini 
juga diharapkan dapat dijadikan literatur dalam Hukum Perdata 
khususnya dalam memecahkan permasalahan perikanan dan 
sistem adat yang berkembang di masyarakat.  
2. Secara Praktis 
 Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada 
praktisi hukum dan masyarakat yang ingin memahami lebih 
dalam tentang Pelestarian sumber daya perikanan antara 
Undang-undang dan sistem hukum Adat, dan sebagai topik 
dalam diskusi lembaga-lembaga serta menjadi sumber informasi 
baru bagi para civitas akademika pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
1. Sejarah Pengelolaan Perikanan 
Perkembangan pengelolaan perikanan, dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Nikolskii (1980) sebagaimana yang dikutip oleh Johanes dan Suadi 
mengatakan bahwa keinginan untuk mengelola sumber daya ikan 
sebenarnya telah muncul sejak zaman Mahabrata di India (3000 SM). 
Pengelolaan sumber daya ikan pada masa itu telah dikaitkan dengan 
dua isu pokok, yaitu upaya mengurangi dampak buruk akibat 
kekurangan pangan dan keinginan mengkonservasi sumber daya 
ikan, yaitu dengan memberikan kesempatan pada populasi ikan untuk 
berproduksi.16  
b. Pengelolaan perikanan berikutnya secara eksplisit telah dilakukan dan 
diperkenalkan pada dunia dikelola oleh suku Maori dan beberapa suku 
lainnya di Selandia Baru selama 700 tahun. Pengelolaan yang 
dilakukan berdasarkan kearifan lokal (local genius) yang berlaku pada 
daerah tersebut dengan sistem pelarangan mengambil lebih dari yang 
bisa dimakan. Tradisi yang sungguh berpihak ke alam dan mensyukuri 
nikmat yang diberikan alam, yakni ikan sebelum dikonsumsi perlu 
                                                          
16 Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia Cetakan pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm 267 
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dilakukan ritual dulu kepada sang pencipta sebagai ungkapan rasa 
syukur, meski kala itu belum dikenal adanya agama. 
c. Pada belahan dunia lain pada abad ke-18 telah dilakukan pengaturan 
upaya penangkapan dengan menggunakan pancing di Norwegia 
Utara yang dikenal dengan istilah Lofoten Perikanan. Sistem 
pengelolaan berdasarkan pada struktur ukuran ikan dan wilayah 
peengelolaan yang bersifat  teritorial yang bisa dilakukan 
penangkapan oleh masyarakat. Hanya ukuran ikan yang besar saja 
diizinkan ditangkap, aturan ini termuat dalam Undang-undang Lofoten 
Perikanan yang dibuat pada tahun 1816. 
d. Pada bagian Eropa Utara telah diperkenalkan pengelolaan perikanan 
berbasis perlindungan yang merupakan ide yang relatif baru. Ide ini 
muncul ketikan terjadi penangkapan ikan berlebihan yang terungkap 
pada suatu konferensi yang diadakan di London pada tahun 1936. 
e. Namun Demikian, dalam perkembangannya banyak terjadi 
perdebatan tentang penting atau tidaknya pengelolaan perikanan. 
Bahkan, sampai dengan pertengahan abad XIX orang belum merasa 
perlu mengatur pemanfaatan sumbr daya ikan. Pandangan ini 
diperkuat oleh pernyataan Huxley di tahun 1883 yang menguraikan 
bahwa penangkapan tidak menjadi faktor utama menurunnya populasi 
ikan karena besarnya stok ikan yang tersedia, tetapi terdapat faktor 
lain seperti migras, hubungan predator-prey (pemangsa-mangsa), dan 
faktor biotik. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengatur 
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penangkapan ikan baru berkembang pada awal abad XX.17 Pada 
periode ini mulai dirasakan bahwa kegiatan penangkapan ikan telah 
mempengaruhi dan mengubah status stok sumber daya ikan terutama 
di perairan pantai dan perairan darat. Hal inilah yang mendorong 
berbagai upaya pengkajian dinamika populasi ikan dan lahirnya 
berbagai kerja sama internasional untuk mengkaji hal tersebut seperti 
dirintis oleh ICES (Internasional Commission of Exploration of Sea) di 
tahun 1902 terutama di laut utara ( The North Sea).18  
f. Pemanfaatan sumber daya alam di laut Indonesia pada mulanya tidak 
jauh berbeda dengan apa yang terjadi di belahan bumi lain. 
Masyarakat menangkap di alam sesuai kebutuhan dengan 
menggunakan alat-alat tradisional. Alat tradisional dan selektif yang 
dipergunakan menyebabkan ukuran yang tertangkap juga selektif. 
Secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menggunakan 
pengelolaan perikanan yang berazaskan biologi 
Mencermati dengan seksama mengenai perkembangan 
pengelolaan sumber daya ikan yang telah lama ingin diatur oleh manusia 
sebagaimana yang digambarkan di atas, maka salah satu usaha yang 
perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah memaksimalkan 
hasil pengelolaan usaha perikanan. Diharapkan hal tersebut dapat 
memberikan kontribusi bagi pendapatan dan belanja negara. 
                                                          
17 Ibid, hlm 267 
18 Ibid, hlm 267; Dapat dilihat juga di Johannes Widodo dan Suadi, 2008, Seri Kebijakan 
Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut, Cetakan kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, hlm 3 
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2. Pengertian Pengelolaan Perikanan 
Pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pengelolaan 
dan perikanan. Pengelolaan kata dasarnya adalah “kelola” yang artinya 
adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan. 
Jadi arti kata pengelolaan adalah perbuatan mengurus, 
menyelenggarakan, maupun mengendalikan suatu kegiatan agar 
objeknya memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.19 Sedangkan 
Perikanan kata dasarnya adalah ikan yang berdasarkan pasal 1 angka (4) 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan artinya adalah 
segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan perairan. Dan kata perikanan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 angka (1) Undang-
Undang Perikanan artinya adalah semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai 
dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan. 
Menurut Wayan Kantun, ikan yang dimaksud dalam kajian biologi 
adalah ikan sebenarnya yang sehari-hari dimakan seperti ikan tuna, 
baronang, cakalang dan lain-lain, sedangkan ikan yang dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 adalah segala jenis organisme 
                                                          
19 Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, PT 
Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 15 
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yang berada di lingkungan perairan mencakup rumput laut, dan lain-
lainnya.20 Hal yang sama didefinisikan oleh Food and Agriculture 
Organization (FAO), ikan tidak hanya terbatas pada pengertian ikan yang 
selama ini dipahami orang awam, yaitu ikan (Finfish) yang bersirip dan 
bersisik dan berenang dengan bebas di air. Definisi FAO mengenai ikan 
adlaah organisme laut yang terdiri dari ikan (Finfish), binatang berkulit 
keras (krustasea) seperti udang dan kepitin, moluska seperti cumi dan 
gurita, binatang air lain seperti penyu dan paus, rumput laut, serta lamun 
laut. Definisi ini diadopsi sebagai definisi ikan dalam konteks perikanan di 
Indonesia. Dengan demikian, maksud sumber daya ikan adalah 
keseluruhan sumber daya laut yang terdiri dari beragam organisme laut.21 
Pasal 61 ayat (2) Konverensi Hukum Laut (KHL) Tahun 1982 
Pengelolaan adalah tindakan yang bertujuan untuk memelihara atau 
memulihkan populasi atau jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat 
yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari (MSY). Istilah populasi 
tidak dijelaskan oleh konvensi 1982, tetapi secara umum dipahami 
merujuk pada kelompok ikan sejenis yang berbagai ekologi/lingkungan 
bersama dengan ciri-ciri genetik yang menonjol serta berbiak satu sama 
lain dalam kelompok tersebut daripada ikan-ikan dari kelompok jenis 
lain.22 
                                                          
20 Wayan Kantun, wawancara, Stitek Balik Diwa, Makassar, 3 Januari 2016. 
21 Viktor dan Nikijuluw, 2002, Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, PT Pustaka Cedisindo: 
Jakarta Selatan, Hlm. 5. 
22 Alma Manuputty, dkk.,2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai 
dan Negara yang secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Arus 
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Di Indonesia sendiri definisi pengelolaan perikanan di atur dalam 
Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan mendefisnisikan pengelolaan perikanan, adalah:23 
Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam 
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, 
pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah 
atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan 
produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah 
disepakati. 
 
3. Tujuan Pengelolaan Perikanan 
Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat 
yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber 
daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan 
dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau 
kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.24 Lebih lanjut 
Johanes dan Suadi mengatakan bahwa jenis tujuan pengelolaan 
perikanan yang pernah dipraktikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
jenis. Pertama, Berbagai tujuan yang dimaksudkan untuk memperoleh 
hasil tangkapan tertentu secara fisik (jumlah berat) dari suatu perikanan. 
Versi yang paling umum adalah MSY (Maximum Sustainable Yield). 
Kedua, dengan masuknya pertimbangan ekonomi menyebabkan 
                                                                                                                                                               
Timur, Makassar, Hlm.22; Dapat Dilihat juga di Chairul Anwar,1995, Zona Ekonomi Eksklusif di 
dalam Hukum International, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40. 
23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118) Jo. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154) Tentang 
Perikanan 
24 Ibid, Hlm 109. 
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timbulnya konsep MEY (Maximum Economic Yield) sebagai tujuan 
pengelolaan perikanan). Ketiga, sebagai reaksi terhadap kedua tujuan 
sebelumnya, maka tujuan pengelolaan adalah untuk memperoleh Yield 
Optimum. Konsep ini mencoba merangkum unsur-unsur ekonomi, biologi, 
sosial, dan politik ke dalam suatu fungsi objektif pengelolaan sumber daya 
perikanan OSY (Optimum Sustainable Yield).  
1. Model Maximum Sustainable Yield (MSY) 
MSY adalah hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan dari 
tahun ke tahun oleh satuan perikanan. Konsep MSY didasarkan atas 
suatu model yang sangat sederhana dari suatu populasi ikan yang 
dianggap sebagai suatu unit tunggal. MSY memiliki beberapa 
keuntungan. Pertama, sederhana dan mudah dimengerti atas suatu 
reaksi ikan dan penangkapannya. Setiap nelayan akan memahami 
bahwa dari stok berukuran kecil hanya mampu menghasilkan hasil 
tangkapan yang kecil, dan demikian juga sebaliknya. Kedua, MSY 
ditentukan dengan suatu ukuran fisik sederhana, yakni berat atau 
jumlah ikan yang ditangkap, sehingga menghindarkan perbedaan 
dalam wilayah suatu negara atau antarnegara.25 
Namun, MSY barulah merupakan penggambaran suatu 
keseimbangan berdasarkan faktor biologi, padahal sistem perikanan 
mengenal adanya faktor ekonomi. Oleh karena itu, Gordon 
mengiintruksikan parameter ekonomi seperti harga dari output per 
                                                          
25 Ibid, hlm. 276 
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satuan berat dan biaya dari input kedalam tujuan perikanan untuk 
menghasilkan keseimbangan bioekonomi. 26 jadi konsep ini dianggap 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan karena hanya memikirkan 
jumlah tangkapan tanpa memikirkan faktor nelayan, ekonomi, politik, 
keadilan dan lain-lain. 
2. Maximum Economic Yield (MEY) 
Konsep pengelolaan yang lebih menekankan pada keuntungan. 
Jumlah orang yang mempunyai minat untuk memaksimumkan 
keuntungan sangat jarang  bila dipandingkan dengan mereka yang 
ingin meningkatkan hasil tangkapannya. Kenyataannya orang akan 
lebih mudah diajak untuk menangkap lebih banyak ikan daripada 
mengejar nilai-nilai ekonomi yang abstrak. Keuntungan seperti inilah 
yang menjadi dasar pertimbangan untuk memilih konsep ini sebagai 
nilai yang harus dimaksimalkan untuk tujuan pengelolaan. 
Keuntungan dari konsep ini adalah modelnya sangat fleksibel dan 
dapat diadaptasikan. Namun kelemahannya penggunaan konsep ini 
sebagai tujuan pengelolaan adalah konsep ini tergantung pada harga 
ikan yang tertangkap serta satuan biaya pengangkapan yang 
bervariasi dari tahun ke tahun, dari negara ke negara. Oleh karena itu, 
konsep ini tidak memberikan nilai yang pasti dan tepat untuk tujuan 
pengelolaan.27 
                                                          
26 Suseno, 2007, Menuju Perikanan Berkelanjutan, Pustaka Cedisindo: Jakarta, Hlm. 27 
27 Ramlan, Op.Cit, Hlm. 280 
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3. Optimum Sustainable Yield (OSY) 
OSY dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertimbangkan 
segala keuntungan dan kerugian yang sering digolongkan  ke dalam 
biologi, ekonomi, hukum (legal), sosial, dan politik. Keuntungan dari 
konsep ini adalah pengelolaan perikanan tidak hanya memikirkan 
masalah jumlah tangkapan, atau ekonomi saja, namun terbuka untuk 
segala faktor yang mempengaruhi pengelolaan tersebut. Namun, 
kelemahan yang cukup mendasar adalah unsur-unsur yang tergabung 
di dalam model ini sering sangat sulit ditentukan atau menjadi tidak 
jelas, sehingga kehilangan peranan pentingnya dalam penerapan 
sebagai tujuan pengelolaan perikanan yang rasional.28 
4. Sumber Daya Perikanan 
Istilah sumber daya (resources) merujuk kepada apakah sesuatu 
(sumber daya alam) itu dapat diberdayakan dan memiliki nilai ekonomi 
serta dapat memenuhi kehidupan manusia.Maria SW. Sumardjono 
menuliskan secara konseptual istilah sumber daya dengan merujuk 
kepada pengertian (1) terkait dengan keguanaan (2) Digunakan 
sebagai sarana untuk mencapai tujuan (3) menghasilkan utilitas dengan 
suatu atau melalui aktivitas produksi dan (4) utilitas dikonsumsi baik 
langsung maupun tidak langsung.29 
                                                          
28 Ibid, Hlm. 281 
29 Abrar Saleng, 2013, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam. Membumi Publishing, 
Makassar, Hlm 165;  
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 Secara lebih luas Maria memberikan pengertian sumber daya alam 
ke dalam tiga bentuk yaitu (1) faktor produksi dari alam yang digunakan 
untuk menyediakan barang dan jasa; (2) komponen dari ekosistem 
yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan 
manusia. (3) Sumber daya daya yang dibentuk dan disediakan oleh 
alam. Berdasarkan berbagai pengertian itu, selanjutnya berbagai pakar 
memberikan pengelompokkan sumber daya alam mulai dari aspek 
pemanfaatan, nilai ekonomi sampai kepada aspek pengelolaannya. 
Pengelompokkan yang paling umum dan lazim adalah sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui ( renewable resources) atau flow dan 
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable 
resources) atau stock. Kemudian sumber daya alam yang renewable 
resources pada umumnya berkaitan dengan SDA hayati, sedangkan 
yang unrenewable resources berkaitan dengan SDA non hayati.30 
Konferensi SDA tahun 2000 juga memberikan pengelompokkan 
dengan berbasis pada warna yang identik dengan kelompok SDA yaitu: 
SDA kelompok biru, terkait air, lautan dan pesisir, SDA kelompok hijau 
terkait dengan pertanian, perkebunan dan kehutanan dan SDA 
kelompok coklat terkait mineral, batubara, migas dan bahan galian 
tambang lainnya. Serta penambahan satu kelompok lagi oleh Abrar 
                                                          
30 Ibid, Hlm 165 ; Dapat dilihat juga di Maria S.W. Sumardjono. Pengaturan Sumber Daya Alam di 
Indoensia, antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang terkait Penataan 
Ruang dan Sumberdaya Alam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 9 
24 
 
Saleng yaitu SDA kelompok kuning yang terkait dengan sinar 
matahari.31 
Sedangkan sumber daya perikanan jika dilihat dari kelompok 
sumber daya alam dan berdasar pada pasal 33 ayat 3 UUD RI tahun 
1945 maka sumber daya perikanan merupakan bagian dari sumber 
daya alam kelompok hijau. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada pasal 
1 ayat 2 mengatur bahwa yang dimaksud sumber daya ikan adalah 
potensi semua jenis ikan. dan ayat 4 mengatur ikan adalah segala jenis 
organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada 
dalam lingkungan perairan. 
B. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
1. Maksud Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
Mengingat sifat usaha perikanan demikian kompleksnya, maka 
upaya pengaturan secara keseluruhan akan memberikan dampak 
yang positif terhadap perkembangan usaha pengelolaan perikanan 
itu sendiri. Selanjutnya menurut Anthony Scott maksud pengaturan 
pengelolaan perikanan meliputi :32 
a. Peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha, 
yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh 
karena sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu bisa 
                                                          
31 Ibid, Hlm 166 
32 Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,  Bandung, Hlm. 4 
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dimanfaatkan setiap orang, berarti stok ikan telah menjadi milik 
umum. 
b. Peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas 
atau kuantitas hasil tangkapan perorangan/nelayan setiap 
tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang melarang penangkapan 
ikan pada musim tertentu. Apabila dilanggar, mengakibatkan 
rusaknya populasi. 
c. Demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun 
ditempuh melalui pengaturan perikanan, antara lain, 
dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok 
tertentu. 
d. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta 
meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna.  
Terkait dengan masalah pemerataan, seperti dalam pasal 33 UUD 
1945 menentukan bahwa : 
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
Ketentuan semacam ini merupakan landasan konstitusional 
dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan 
dengan sumber daya perikanan bagi kemakmuran bangsa dan 
negara. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
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dengan perikanan diawali sejak ordonansi Belanda, kemudian 
dibuat UU nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang 
selanjutnya diganti dengan UU nomor 31 tahun 2004 Tentang 
Perikanan, dan terakhir kali dilakukan perubahan dengan UU 
nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan  atas UU nomor 31 
tahun 2004 tentang perikanan. 
2. Ruang Lingkup Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
Sesuai ketentuan dalam pasal 4 UU nomor 31 Tahun 20014, 
Hukum Pengelolaan Sumber daya Perikanan berlaku untuk : 
a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan 
hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal 
perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan 
di wilayah perikanan Republik Indonesia. 
c. Setiap Kapal perikanan berbendara Indonesia yang melakukan 
penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia. 
d. Setiap Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan 
penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 
dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing. 
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3. Asas-asas Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 
Asas-asas hukum pengelolaan Sumber Daya Perikanan sesuai 
yang dimaksud pasal 2 UU Nomor 45 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah: 
a. Asas Manfaat, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan 
perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. 
b. Asas Keadilan, pengelolaan perikanan harus mampu 
memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara 
proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. 
c. Asas Kebersamaan, pengelolaan perikanan mampu melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan 
masyarakat perikanan. 
d. Asas Kemitraan, pengelolaan perikanan dilakukan dengan 
pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya 
yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha 
secara proporsional  
e. Asas Kemandirian, pengelolaan perikanan dilakukan dengan 
mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. 
f. Asas Pemerataan, pengelolaan perikanan dilakukan secara 
seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil 
dan pembudi daya-ikan kecil.  
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g. Asas Keterpaduan, pengelolaan perikanan dilakukan secara 
terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas. 
h. Asas Keterbukaan, pengelolaan perikanan dilakukan dengan 
memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan 
ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. 
i. Asas Efisiensi, pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, 
cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang 
maksimal. 
j. Asas Kelestarian, pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal 
mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian 
sumber daya ikan.  
k. Asas Pembangunan, pengelolaan perikanan dilakukan secara 
terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta 
kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. 
C. Pelestarian Sumber Daya Perikanan 
1. Tujuan Pelestarian Sumber Daya Perikanan 
Salah satu asas dalam pengelolaan perikanan adalah Asas 
kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal 
mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber 
daya ikan. Dalam pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk 
memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan 
29 
 
terjadinya penurunan sumber daya ikan secara drastis atau sampai 
terjadinya kerusakan sumber daya ikan, karena pada dasarnya 
pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan 
agar tetap lestari sepanjang zaman. Lalu pertanyaan kemudian apa 
tujuan dari kelestarian sumber daya perikanan tersebut. Ada 
beberapa poin yang ingin dicapai, yaitu: 
a. Keberlanjutan Sumber daya perikanan, yang dimaksud dengan 
keberlanjutan disini adalah penangkapan ikan yang dapat 
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan 
generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. 
Lebih lanjut dapat dikatakan pengelolaan ini memberikan 
semacam ambang batas terhadap laju pemanfaatan ekosistem 
alamiah serta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, 
indikator keberlanjutan sumber daya perikanan in hendaknya 
memenuhi empat dimensi, yaitu ekonomi, sosial, ekologi dan 
pengaturan (governance).33 
b. Ekosistem yang terjaga, jika berbicara mengenai ekosistem 
maka yang harus dipertimbangkan adalah permasalahan 
genetika ikan, ukuran perikanan, dan segala yang menyangkut 
perikanan yang berhubungan dengan tingkat pemulihan ikan 
sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui.34 
                                                          
33 Suseno, Op.Cit, Hlm. 29 
34 Viktor dan Nikijuluw, Op.Cit. Hlm. 6 
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2. Upaya Pelestarian Sumber Daya Perikanan 
Upaya pelestarian yang bisa dilakukan terhadap ikan dalam 
menjaga keberlanjutannya dengan mengacu pada beberapa aspek, 
yaitu:  
a. Aspek Ekonomi 
Sebaiknya melakukan penangkapan ikan secara ekonomi 
ukurannya telah bisa dipasarkan dan yang bobotnya kurang dan 
masih hidup sebaiknya dikembalikan ke alam (dilepas). Selain 
harganya yang masih murah, hal tersebut juga sangat 
membantu ikan untuk tumbuh dan berkembang dahulu. 
b. Aspek Sosial 
Di daerah-daerah tertentu masyarakat gemar mengkonsumsi 
ikan dengan ukuran-ukuran yang kecil. Hal seperti inilah yang 
sebaiknya dihilangkan, sehingga ikan bisa tumbuh dan 
berkembang biak. 
c. Aspek Kelembagaan 
Pemerintah harus tegas dalam melakukan pembatasan akses 
yang berkaitan dengan: 
- Izin usaha 
- Ukuran kapal dan kapasitas 
- Jenis alat tangkap dengan alat bantunya  
- Besaran investasi terkait kemampuan untuk memobilisasi 
pemodalan dalam suatu wilayah tertentu 
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- Pembatasan upaya, kuota kapal dan horse power mesin 
d. Aspek Ekologi 
Melindungi dan memanfaatkan ekosistemnya sebagai habitat 
penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan 
yang akan datang. Upaya ini dilakukan dengan cara 
perlindungan dan rehabilitasi habitat populasi ikan; penelitian 
dan pengembangan; pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa 
lingkungan; pengembangan sosial ekonomi masyarakat; 
pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi. 
e. Aspek Konservasi 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek konservasi 
untuk perikanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi 
sumberdaya perikanan, bahwa konservasi sumberdaya 
perikanan harus memegang prinsip, diantaranya: 
- Pendekatan Kehati-hatian, untuk memastikan bahwa 
eksploitasi perikanan ke depan masih tetap memberikan 
keuntungan bagi generasi yang akan datang 
- Pertimbangan bukti ilmiah; penting untuk melakukan kajian 
secara biologis, ekologis, dan bioekonomi 
- Pertimbangan kearifan lokal 
- Pengelolaan berbasis masyarakat 
- Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir 
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- Pencegahan tangkap lebih 
- Pengembangan alat dan cara penangkapan ikan yang 
ramah lingkungan 
- Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat 
- Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan 
- Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan 
yang dinamis 
- Perlindungan jenis dan kulaitas genetika ikan; dan 
- Pengelolaan adaptif 
Menurut Djoko Tribawono, Upaya Pelestarian Sumber Daya 
Perikanan juga dapat ditempuh dengan:35 
a. Menghindari penangkapan ikan melebihi kapasitas dan pada 
sisi pengelolaan stok sumber daya ikan tetap layak apabila 
ditinjau secara ekonomi. 
b. Tinjauan kondisi ekonomi dipakai sebagai dasar untuk 
mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha penangkapan 
ikan berkelanjutan 
c. Perhatian tetap diarahkan bagi kepentingan nelayan subsistem, 
baik perikanan skala kecil/ tradisional maupun perikanan pantai. 
d. Melakukan konservasi keanekaragaman hayati di dalam habitat 
akuatik dan ekosistemnya, termasuk upaya melindungi spesies 
organisme yang terancam punah 
                                                          
35 Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,  Bandung, Hlm. 81. 
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e. Populasi/stok ikan yang mulai berkurang diupayakan pemulihan 
secara alami atau jika diperlukan, dapat dipulihkan secara aktif 
f. Dampak lingkungan yang merugikan keberadaan sumber daya 
sebagai akibat kegiatan manusia terus dikaji apabila diperlukan, 
harus dilakukan perbaikan. 
g. Pencemaran limbah; ikan buangan (trash fish) hasil tangkapan 
oleh alat tangkap yang hilang atau dilentarkan; hasil spesies 
bukan target, baik spesies ikan maupun bukan ikan; dan 
dampak terhadap spesies berasosiasi diminimumkan dengan 
langkah khusus termasuk pengembangan ataupun penggunaan 
alat dan teknik penangkapan selektif, aman lingkungan, dan 
hemat biaya. 
D. Hukum Adat 
1. Pengertian 
Ter Haar dalam pidato Dies Natalis Rechtshogeschool, Batavia, 
tahun 1937, yang berjudul Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in 
wetenschap, pracktijk en onderwijs menyebutkan pengertian hukum adat 
adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan 
dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu 
saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam 
kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.36 Ada juga Cornelis Van 
                                                          
36 Suryaman Mustari Pide,2009, Hukum Adat dulu, kini, dan akan datang, PT. Pelita Pustaka, 
Makassar, hlm 7 
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Vollenhoven yang menyebutkan hukum adat adalah himpunan peraturan 
tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada 
satu pihak mempuyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain 
berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).37 
Menurut kesimpulan hasil Seminar Hukum Adat dan 
Pengembangan Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai hukum 
Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan 
Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama38. 
Hukum adat berbeda dengan adat atau kebiasaan. Sebagai 
perbandingan ada beberapa pendapat ahli yang memberikan gambaran 
perbedaan hukum adat dan adat39 
1. Menurut Broinislaw Malinowski 
Perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada 
dua kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada 
kebiasaan, sumber sanksi dan pelaksanaanya adalah para 
warga masyarakat secara individual dan kelompok. Pada 
hukum, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah kekuasaan 
terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat. 
2. Menurut Paul Bohannan 
Suatu lembaga hukum merupakan sarana yang dipergunakan 
oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang 
                                                          
37 C. Dewi Wulansari, 2012, Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, 
Bandung, Hlm 3 
38 Ibid, Hlm 6 
39 Ibid, Hlm 7 
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terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan-
aturan yang terhimpun dalam pelbagai lembaga dalam 
masyarakat. Setiap masyarakat masyarakat dalam mempunyai 
lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga non 
hukum lainnya. Hukum terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan 
yang telah mengalami proses pelembagaan (re-institusiobnal). 
Lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga 
lainnya atas dasar 2 kriteria. Pertama-tama hukum memberikan 
ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan 
antarlembaga dan aturan yang menyangkut aktivitas lembaga 
itu sendiri. 
2. Wujud dan Corak Hukum Adat 
Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain dari:40 
a. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang 
terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat 
b. Hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil ditemui 
di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau 
sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut pranataan-pranataan, 
di Bali disebut Peswara-peswara/ titiswara-titiswara, dan di 
Aceh disebut sarakata-sarakata. 
                                                          
40 Ibid, Hlm. 11 
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c. Uraian-uraian hukum secara tertulis. Lazimnya uraian-uraian 
ini merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan seperti 
seperti, antara lain buku hasil penelitian dari R. Soepomo 
yang diberi judul Hukum Adat Jawa Barat dan buku hasil 
penelitian M.M. Djojodigoeno/Tirtawinata yang diberi judul 
Hukum Perdata Adat Jawa Tengah. 
Sedangkan Corak hukum adat yang dapat dijadikan sebagai 
sumber pengenal hukum adat dapat disebutkan yaitu: 41  
1. Tradisional  
 Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya 
bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke 
anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku 
dan dipertahankan oleh masyarakat.  
2. Keagamaan 
 Hukum adat ini pada umumnya bersifat keagamaan (magis-
religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum yang 
berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan 
berdasarkan pada ajaran ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut 
kepercayaan Bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini 
benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak 
                                                          
41 Ibid, hlm. 15; Dapat dilihat juga di H. Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat 
Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 33 
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(dinamisme); disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus 
yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan 
sebagainya) dan alam sejagad ini karena yang mengadakan 
yaitu Yang Maha pencipta. 
3. Kebersamaan (Bercorak Komunal) 
 Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa 
di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, 
dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. 
Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum 
antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa 
kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong 
royong.  
4. Konkrit dan Visual 
 Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini 
jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan 
hukum itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga 
sifat hubungan hukum yang berlaku di dalam hukum adat terang 
dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, 
dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab-kabul 
atau serah terimanya. 
5. Terbuka dan Sederhana 
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 Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat 
menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak 
bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan 
corak hukum adat itu sederhana artinya hukum aat itu 
bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan 
kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan 
berdasarkan kepercayaan. 
6. Dapat berubah dan menyesuaikan 
 Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu, maka dapatlah 
dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup 
dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga 
sekarang yang dalam pertumbuhannya dan perkembangannya 
secara terus-menerus mengalami proses perubahan, menebal 
dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya 
terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku 
lagi (mati), yang sedang hidup atau berlaku dalam masyarakat 
serta materi yang akan tumbuh. 
7. Tidak dikodifikasi 
 Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau 
tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan 
dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 
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8. Musyawarah dan Mufakat 
Hukum adat pada hakikatnya mengumakan adanya 
musyawwarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan 
kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun 
mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan dalam 
menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang 
lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan 
damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling 
memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu 
langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. 
3. Bentuk Masyarakat Hukum Adat 
a) Masyarakat Hukum Teritorial 
Persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang 
tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat 
pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi, 
sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai 
tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.42 
 Mengenai persekutuan hukum teritorial yang dimaksudkan di 
atas, dasar pengikat utama anggotanya adalah daerah kelahiran 
dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut 
                                                          
42Suryaman Mustari Pide, Op. Cit., Hlm. 67   
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R.Van Dijk persekutuan hukum teritorial ini dibedakan dalam tiga 
macam, yaitu:43 
1. Persekutuan Desa (dorp), seperti desa orang jawa; 
2. Persekutuan Daerah (Streek), seperti marga nagari di 
Minangkabau; 
3. Perserikatan dari beberapa desa, Apabila diantara beberapa 
desa atau marga yang terletak berdampingan masing-masing 
berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk 
mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam 
mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, 
kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama.  
b) Masyarakat Hukum Geneologis 
Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat 
geneologis adalah suatu kesatuan hukum masyarakat yang teratur, 
dimana para anggotanya terkait pada satu garis keturunan yang 
sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan 
darah(keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian 
perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di 
masa Hindia Belanda masyarakat geneologis itu dapat dibedakan 
dalam tiga macam, yaitu Patrilinear yang susunan masyarakatnya 
ditarik menurut garis keturunan Bapak (garis lelaki sedangkan garis 
                                                          
43 C. Dewi Wulansari,. Op. Cit, Hlm. 27; Dapat dilihat juga di Bashar, 1984. Asas-asas Hukum Adat 
suatu Pengantar, Pradnja Paramita, Jakarta, Hlm. 37. 
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keturunan ibu disingkirkan). Matrilinear yang susunan 
masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita) 
sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Masyarakat 
Bilateral atau parental yang susunan masyarakatnya didasarkan 
pada garis keturunan orang tuanya secara bersama-sama, berjalan 
seimbang dan sejajar.44 
c) Masyarakat Teritorial-Geneologis 
Pada dasarnya, masyarakat hukum adat itu sebagai 
kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat teritorial, 
sedangkan masyarakat yang geneologis semata-mata dapat 
dikatakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia 
yang tidak tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, 
bertempat kediaman atau mati. Namun dikarenakan ada kesatuan 
masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak 
semata-mata bersifat ketetanggaan, tetapi juga bersifat 
kekerabatan dengan dasar pertalian darah, maka disampingkan 
yang bersifat teritorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat 
yang sifatnya teritorial-genealogis. 
4. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Hak Ulayat adalah hak tradisional masyarakat yang berisikan 
wewenang untuk menguasai tanah atau air (sungai, perairan 
pantai, laut), yang diolah dalam lingkungan daerahnya bagi 
                                                          
44 Suryaman Mustari Pide,. Op. cit, hlm 73   
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kepentingan warganya atau terhadap orang asing dengan 
menggunakan pungutan. 
Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat 
hukum adat, didefinisikan sebagai: 
kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh 
 masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang 
 merupakan lingkungan hidup para warganya untuk 
 mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, 
 dalam wilayah tersebut, bagi keberlangsungan hidupnya, 
 yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun 
 temurun.45 
 
Objek dari hak ulayat pada hakikatnya meliputi tanah, air, 
tanam-tanaman yang tumbuh, serta binatang-binatang yang hidup 
di atas lingkungan ulayat. Karena Pengaruh dari berbagai tempat, 
maka berlakunya hak ulayat pada tiap-tiap daerah adalah berbeda-
beda. Juga dalam suatu lingkungan ulayat, daya berlaku ulayat 
mungkin berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. 
Menurut Yohanes, Hak Ulayat Laut (HUL) adalah merupakan 
tatanan sosial yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut dari 
exploitasi yang berlebih. Hal ini disebabkan dalam hak ulayat laut 
itu antara lain diatur ketentuan mengenai pembatasan ukuran 
tangkapan dan pengaturan musim penangkapan tertentu. Dengan 
demikian hak ulayat laut itu merupakan sistem manajemen sumber 
                                                          
45 Budi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah, Djambatan, Jakarta, Hlm. 58 
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daya laut secara tradisional yang telah lama dikembangkan dalam 
masyarakat pesisir pantai. 
Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam 
bahasa inggris, sea tenure. Sudo (1983) yang mengutip 
Laundsgaarde, mengatakan bahwa istilah sea tenure mengacu 
kepada seperangkat hak dan kewajiban yang timbal balik yang 
mengacu dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. 
Sea tenure adalah suatu sistem dimana beberapa orang atau 
kelompok sosiaol memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat 
exploitasi terhadap wilayah tersebut, yang berlebihan (Over 
Exploitation). 46 
5. Hukum Adat di Beberapa daerah 
Dalam Kaitan dengan rujukan regulasi adat maupun yang 
dapat dipergunakan di beberapa daerah dan sudah diakui 
eksistensinya serta memiliki nilai strategis dalam pengelolaan 
sumber daya pesisir dan laut, beberapa daerah tersebut adalah 
sebagai berikut:47 
a. Hukum Adat Laot Lembaga Adat Laot di Propinsi Nangroe 
Aceh Darusalam 
                                                          
46 Ary Wahyono, 2000, Hak wilayah laut di Kawan Timur Indonesia-Suatu Pengantar. Media 
Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 4 
47 Stefanus Stanis, 2005, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir  dan Laut Melalui Pemberdayaan 
Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tesis, Program Pascasarjana 
Universitas Diponegoro. Semarang. 
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Hukum Adat Laot merupakan hukum-hukum adat yang 
diperlukan masyarakat nelayan dalam menjaga ketertiban yang 
meliputi penangkapan ikan, pemeliharaan sumberdaya ikan dan 
biota laut lainnya, dan menjaga kehidupan masyarakat nelayan 
yang hidup di wilayah pantai. Secara hukum, Hukum Adat Laot 
bersifat tertutup, artinya tidak dapat dihilangkan dalam struktur 
pemerintahan di Aceh sehingga memiliki kekuatan dan 
kewenangan tertentu dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam 
pelaksanaannya, Hukum Adat Laot di Aceh dapat bersifat terbuka, 
artinya, dalam menerapkan Hukum Adat Laot tersebut senantiasa 
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum Adat 
Laot dari segi Adat Pemeliharaan Lingkungan meliputi: 
- Dilarang melakukan pemboman, peracunan dan pembiusan, 
penyetroman dengan alat listrik, pengambilan terumbu karang, 
dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup 
dan biota lainnya. 
- Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir dan 
pantai seperti pohon arun (cemara), pandan, ketapang, bakau 
dan pohon lainnya. 
- Dilarang menangkap ikan/biota lainnya yang dilindungi seperti 
lumba-lumba dan penyu. 
b. Tradisi Lebak Lebung di Propinsi Sumatera Selatan 
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Lebak lebung adalah suatu areal yang terdiri dari lebak 
lebung, teluk, rawa dan atau sungai yang secara berkala atau 
terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan 
tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Lelang Lebak 
Lebung adalah sistem penentuan akan hak pengelolaan 
perairan umum (lebak lebung). 
c. Tradisi Ponggawa Sawi di Propinsi Sulawesi Selatan 
Ponggawa adalah orang yang mampu menyediakan 
modal (sosial dan ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam 
menjalankan suatu usaha (biasa berorientasi pada skala 
usaha perikanan); sedangkan Sawi, bekerja pada Ponggawa 
dengan memakai hubungan norma sosial dan kesepakatan 
kerja. Pada sistem Ponggawa Sawi terdapat kesepakatan 
untuk menyerahkan atau menjual hasil tangkapannya pada 
Ponggawa, dan bagian ini merupakan mekanisme 
pembayaran pinjaman dari sawi kepada ponggawa jika 
sebelumnya sawi mempunyai pinjaman. 
d. Hukum Adat Sasi di Maluku dan Papua 
Sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk kedua sumber 
daya darat dan laut umum ditemukan di Kepulauan Maluku 
Tengah dan Tenggara yang dikenal dengan istilah sasi. 
Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum adat tentang 
larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu 
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dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu 
tertentu pula. 
e. Awig-awig di Lombok Barat, NTB 
Awig-awig merupakan aturan yang dibuat berdasarkan 
kesepakatan masyarakat, untuk mengatur masalah tertentu, 
dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam awig-awig diatur perbuatan 
yang boleh dan yang dilarang, sanksi. 
Adanya pengaturan lokal (awig-awig) dalam pengelolaan 
sumberdaya perikanan dan kelautan dipengaruhi oleh 
masalah pokok yaitu konflik antar nelayan. Apapun munculnya 
konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan 
dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), pertambahan 
penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin 
sedikit (mata pencaharian), lingkungan politik lokal, perubahan 
teknologi dan perubahan pasar.  
Sejak dulu, masyarakat Lombok Barat telah mengenal 
aturan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan 
sumberdaya alam, baik yang ada di darat maupun di laut. Hal 
ini tercermin dari kebiasaan adat istiadat, yaitu upacara 
Sawen. Secara umum sawen adalah larangan untuk 
melakukan kegiatan penangkapan ikan yang berlaku di zona 
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dan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui 
kesepakatan-kesepakatan lokal. 
E. Hukum Adat Sasi 
1. Pengertian 
Hukum adat Sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang 
berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil 
potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu 
pendek.48 Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum 
yang substantif. Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab 
memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, 
kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang didalamnya memuat unsur 
etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem Sasi 
sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut:49 
a. Penggunaan hak seseorang secara tepat waktu menurut 
waktu yang ditentukan; 
b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk 
negeri; 
c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) 
demi peningkatan kesejahteraan bersama; 
d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat; 
                                                          
48 Pattinama dan Pattipeilhy, 2003, Upacara Sasi Ikan Lompa di Negeri Haruku, Kementrian 
Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon, Hlm.31.  
49 Zulfikar dan Marisa, 2008, Hukum Adat Sasi Laut di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten 
Seram Bagian Barat, Lex Jurnalica vol.6 No.1, Jakarta, Hlm.34 
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e. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat 
berupa pencurian. 
2. Jenis-jenis Sasi 
Ada beberapa jenis sasi yang berlaku di kehidupan sehari-hari, 
seperti:50 
a. Sasi Umum, adalah Sasi yang diterapkan oleh seluruh warga 
desa, sasi umum terbagi atas 2, yaitu: 
1. Sasi Air, terdiri dari 
a) Sasi Laut, adalah Sasi yang meliputi kawasan  pantai dan 
laut yang termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala 
kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat 
setempat, tergantung pada nilai ekonomi hasil laut tersebut. 
Yang mula-mula diatur oleh Sasi adalah khusus Ikan; 
b) Sasi Sungai/kaliSasi yang mengatur mengenai hal-hal yang 
tidak boleh dilakukan di kali. Misalnya pada ikan tertentu 
sudah masuk di kali, masyarakat dilarang untuk 
mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang 
mencuci bahan di dapur di kali dan sebagainya. 
2. Sasi Darat, terdiri dari 
a) Sasi Hutan, adalah sasi yang meliputi berbagai macam 
bendayang ada di daratan. Biasanya yang di sasi adalah 
                                                          
50 Ibid, Hlm. 36 
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tanaman,  baik yang ditanam orang atau yang tumbuh 
sendiri; 
b) Sasi Binatang, perlindungan hewan tertentu di hutan, atau 
penangkapannya diatur sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
b. Sasi Pribadi, adalah Sasi yang diberlakukan oleh seseorang 
kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan 
kepada pemerintah desa. Sasi pribadi ini hanya berlaku untuk sasi 
hutan; 
c. Sasi Agama, adalah sasi yang ditetapkan pemuka agama, hal ini 
berkaitan ketika mereka belum mengenal agama resmi di 
Indonesia. Masyarakat percaya bila terjadi kecelakaan di laut atau 
di hutan maka untuk semetara waktu roh roh orang meninggal 
sedang berkeliaran mencari tempat tinggal sehingga itu untuk 
sementara jangan ada orang yang masih hidup menuju kesana 
karena nanti akan dapat celaka atau gangguan lainnya; 
d. Sasi Negeri/kampong, adalah larangan yang mengatur tentang 
kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa;  
e. Sasi Babaliang, Suatu bentuk dari sasi negeri demi peningkatan 
kesejahteraan anak-anak negeri. Penguraiannya seperti anak-
anak yang mempunyai uang diberikan hak untuk secara bersama-
sama selama 1 tahun untuk membeli hasil-hasil dari dusun-dusun 
yang dikenakan sasi. 
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3. Sejarah Adat Sasi 
Asal mula Sasi yaitu ketika negeri-negeri masih berada di gunung-
gunung (negeri lama) orang-orang yang tinggal di negeri tersebut 
belum bisa membedakan sasi. Bagi mereka sasi itu merupakan wajib 
dan merupakan hukum. Namun ketika penduduk mulai berkembang 
semakin banyak mereka turun ke daerah pantai dan menerap disana, 
maka pikiran yang tersusun selama ini ada mulai dipilih-pilih sesuai 
dengan perkembangan dan tingkat kepercayaan. Sasi mulai dibagi-
bagi yaitu sasi yang berkaitan dengan kepercayaan disebut sasi 
kepercayaan dan lain sebagainya. 51 
Adapun sasi itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa 
dahulu kala dan terus dipertahankan hingga kini oleh generasi ke 
generasi. Diketahui bahwa hukum Sasi ada di beberapa daerah, 
seperti hampir di seluruh pulau di Propinsi Maluku 
(Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kep. Lease, 
Watubela, Banda, Kep. Kei, Aru dan Kep. Barat Daya dan Kep. 
Tenggara di bagian barat daya Maluku) dan Papua (Kep. Raja 
Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak 
dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana dan Fakfak). 
4. Kedudukan Hukum Adat Sasi dalam Hukum Nasional 
                                                          
51 Ibid, Hlm. 46 
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Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan:52 
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam Undang-Undang. 
 
Dalam Perundang-Undangan yang mengatur masalah perikanan 
itu sendiri mengakui adanya sistem adat dalam pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan. Dalam Bab IV pasal 6 menyebutkan53 : 
(1) Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya 
manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya 
kelestarian sumber daya ikan. 
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan 
ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan 
hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan 
peran masyarakat. 
 
Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini menyebutkan dalam 
penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan 
hukum adat. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 Perundang-
Undangan ini menyebutkan Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang 
dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang 
tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jadi sepanjang Hukum 
Adat Sasi ini masih ada pada kenyataannya, dan tidak bertentangan 
                                                          
52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
53 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118) Jo. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154) Tentang 
Perikanan  
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dengan hukum nasional selama itu pula sistem hukum ini tetap diakui 
dalam oleh Hukum Nasional. 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu 
pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam 
meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi 
Selatan, Dinas Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kota 
Makassar, Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Paotere Kota 
Makassar, Negeri Haruku Maluku, dan Kantor Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara Provinsi Maluku. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penulisan proposal ini. Pihak pihak terkait yang dimaksud ialah 
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Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat maupun kepala 
adat masyarakat yang menerapkan sistem sasi. 
 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, internet, surat kabar, aturan perundang-undangan, 
dan dokumen yang diperoleh dari instansi tempat penelitian 
penulis. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Teknik Pengumpulan data 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 
a. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan tanya jawab langsung maupun tidak 
langsung pada pihak-pihak terkait yakni : 
1) Dinas Kelautan dan Perikanan  
2) Masyarakat yang menerapkan sasi 
b. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang digunakan sebagai 
bahan rujukan yang terkait dengan proses pelestarian sumber 
daya perikanan menggunakan sistem adat sasi. 
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c. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan 
data berupa peraturan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 jo. 
Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan serta 
literature, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan 
permasalahan. 
E. Analisis Data 
 Setelah memperoleh data dan informasi, baik berupa data 
primer maupun data sekunder, kemudian penulis menganalisisnya 
dengan menggunakan Analisi SWOT. Analisis dengan 
mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 
peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam model 
pengelolaan baik yang berdasarkan Undang-undang maupun 
pengelolaan dengan menggunakaan sistem adat Sasi dalam 
rangkap pelestarian Perikanan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pelestarian sumber daya perikanan yang diatur Undang-Undang 
Perikanan dikaitkan dengan Sistem Akses Terbuka di Indonesia  
Pelestarian sumber daya perikanan sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Perikanan Indonesia yang dikaitkan dengan akses 
terbuka, memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah nelayan 
dan jumlah kapal penangkap ikan. Nelayan dan kapal penangkap 
ikan dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)54 sesuai yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan harus memiliki 
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin penangkapan Ikan 
(SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).  
                                                          
54 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau sering disingkat 
dengan WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, 
konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, 
perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia 
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Berkenaan dengan hal diatas, Pasal 26 Undang-undang Nomor 
31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan mengatur : 55 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, 
dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. 
(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan 
kecil.  
Kemudian dalam pasal 27 mengatur : 
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkapan ikan berbendera Indonesia yang digunakan 
untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan  
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib 
memiliki SIPI. 
(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoprasikan kapal 
penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk 
melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. 
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan 
negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal 
penangkapan ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa 
SIPI asli. 
(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan 
penangkapan ikan di wilayah yuridiksi negara lain harus 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah. 
(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil. 
Dan terakhir adalah pasal 28 yang menyatakan: 
                                                          
55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
118) Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 
Nomor 154) Tentang Perikanan 
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(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI 
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
pengangkutan ikan berbendera asing yang digunakan untuk 
melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI 
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkutan ikan 
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 
wajib membawa SIKPI asli. 
(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau 
pembudidaya ikan kecil. 
Menindaklanjuti Perizinan kapal dalam Undang-Undang 
Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 
Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.30 /MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang 
selanjutnya disebut Peraturan Menteri Usaha Perikanan Tangkap. 
Dalam hal penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI. Dalam Pasal 14 
Peraturan Menteri Usaha Perikanan Tangkap, Kewenangan 
pemberian izin harus berdasarkan atas 3 Pemerintahan yang dilihat 
dari ukuran volume kapalnya yang biasa disebut dalam satuan ukur 
grosse tonasse (GT).  
Pemberian izin kapal dengan ukuran diatas 30 GT dilakukan oleh 
Direktur Jenderal, untuk kapal ukuran 10-30 GT dilakukan oleh 
Gubernur dan untuk kapal dengan ukuran kurang dari 10 GT 
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pemberian izinnya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Hal ini 
berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Usaha Perikanan Tangkap 
pada ayat (2),(3) dan (4):56 
(2) Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan 
SIKPI untuk: 
a. Kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) 
GT, dan 
b. Usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal 
asing dan/ atau tenaga kerja asing 
(3) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI 
untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) 
GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang 
berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada 
perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut 
berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing 
dan/atau tenaga kerja asing. 
(4) Bupati/Walikota berwenang menerbitkan: 
a. SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan 
ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang 
yang berdomisili di wilayah administrasinya dan 
beroperasi pada perairan provinsi tempat 
kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak 
menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; 
dan 
b. Bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang 
menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 
(lima) GT untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 
 Pembagian ini juga berdasarkan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang membagi kewenangan 
pemerintahan berdasarkan panjang mil laut. Dimana 4 mil laut dari 
                                                          
56 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita 
Negara RI tahun 2014 Nomor 1784) Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor PER.30 /MEN/2012 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 81) 
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pantai merupakan kewenangan Pemerintah Kota, 4 sampai 12 mil 
selanjutnya merupakan kewenangan pemerintah Provinsi, dan 12 mil 
ke atas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dan kapal 
dengan ukuran 1-10 GT hanya mampu melakukan penangkapan 
sampai batas 4 mil.57 
Namun sejak adanya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi 
Daerah dikeluarkan, kewenangan laut sebesar 4 mil untuk 
pemerintah/kabupaten kota dihapuskan dan semuanya diambil alih 
oleh Pemerintahan Provinsi. Ada beberapa dampak yang terjadi 
akibat penghapusan kewenangan tersebut, salah satunya adalah 
pemberian izin seperti SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal berukuran 
1-10 GT diberikan oleh Gubernur.  
TABEL 1. Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan 
Perikanan Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah58 
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI 
DAERAH 
KABUPATEN/ 
KOTA 
1 Perikanan 
tangkap 
a. Pengelolaan 
penangkapan ikan 
di atas 12 mil 
a. Pengelolan 
penangkapan 
ikan di wilayah 
laut sampai 
a. Pemberdaya
an nelayan 
kecil dalam 
Daerah 
                                                          
57 Hasil wawancana dengan Mifta Indra, Kepala Bagian Pengawasan di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari jumat 1 April 2016 pukul 09.46 
58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 
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b. Estimasi stok ikan 
nasional dan jumlah 
tangkapan dan 
jumlah tangkapan 
ikan yang 
diperbolehkan  
c. Penerbitan izin 
usaha perikanan 
tangkap untuk:  
a. Kapal perikanan 
berukuran di atas 
30 Gross tonase 
(GT) dan 
b. Di bawah 30 
Gross tonase (GT) 
yang 
menggunakan 
modal asing 
dan/atau tenaga 
kerja asing 
d. Penetapan lokasi 
pembangunan dan 
pengelolaan 
pelabuhan perikanan 
nasional dan 
internasional 
e. Penerbitan izin 
pengadaan kapal 
penangkapan ikan 
dan kapal 
pengangkutan ikan 
di atas 30 GT 
f. Pendaftaran kapal 
perikanan di atas 30 
GT 
dengan 12 mil 
b. Penerbitan izin 
usaha 
perikanan 
tangkap untuk 
kapal perikanan 
berukuran di 
atas 5 GT 
sampai dengan 
30 GT 
c. Penetapan 
lokasi 
pembangunan 
serta 
pengelolaan 
pelabuhan 
perikanan 
provinsi 
d. Penerbitan izin 
pengadaan 
kapal 
penangkap ikan 
dan kapal 
pengangkutan 
ikan dengan 
ukuran di atas 
5 GT sampai 
dengan 30 GT 
e. Pendaftaran 
kapal perikanan 
di atas 5 GT 
sampai 30 GT 
kabupaten/k
ota 
b. Pengelolaan 
dan 
penyelengg
araan 
tempat 
pelelangan 
ikan (TPI) 
2 Pengawas
an Sumber 
Daya 
Kelautan 
dan 
Pengawasan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan di atas 12 
mil, strategis nasional 
Pengawasan 
sumber daya 
kelautan dan 
perikanan sampai 
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Perikanan dan ruang laut tertentu dengan 12 mil 
 
Sejak adanya UU Otonomi Daerah tersebut pendaftaran izin 
tidak lagi dilakukan di Dinas Perikanan Kota, namun di Badan 
Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dengan sistem 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). BKPMD sendiri ialah badan 
kordinasi dibawah kewenangan Pemerintah provinsi untuk perizinan 
kapal. 
Alur pendaftaran izin kapal sebelum Undang-undang Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Awalnya Nelayan 
melakukan pengajuan pengukuran kapal di syahbandar pelabuhan 
setelah selesai, syahbandar akan mengeluarkan akta grosse untuk 
ukuran kapal. Kemudian nelayan mengajukan berkas seperti Akta 
grosse, spesifikasi jenis dan teknik alat penangkapan ikan yang 
digunakan, rencana target spesies penangkapan ikan, dan beberapa 
pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal yang menyatakan 
kesanggupan membantu kelancaran dan keselamatan petugas 
pemantau, kesanggupan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya serta kesanggupan menggunakan nakhoda kapal 
berkewarganegaraan Indonesia. 59  
                                                          
59 Hasil wawancara dengan Rusdi Makatika, Kepala Seksi Pengelolaan dan 
Penangkapan Dinas Perikanan Provinsi Maluku, pada hari senin 18 April 2016 pukul 
11.52  
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Setelah berkas diajukan di BPKMD, ditentukan apakah perlu 
verifikasi lebih lanjut atau tidak. Apabila diperlukan berkas akan 
dikirimkan ke dinas perikanan provinsi untuk ditindaklanjuti. Apabila 
dianggap tidak memerlukan verifikasi, perizinan akan langsung 
diterbitkan oleh BPKMD. Verifikasi ini terkait pemeriksaan fisik kapal 
dan alat tangkap. Kejadian di lapangan hanya beberapa pengajuan 
perizinan yang dilakukan oleh dinas perikanan provinsi. Di BKPMD 
yang diutamakan ialah pungutan bukan pelayanan, padahal hakikat 
perizinan merupakan pelayanan, alat pengendalian antara jumlah 
kapal dan potensi sumber daya alam sehingga ada beberapa daerah 
yang tidak memungkinkan lagi diterbitkannya surat izin kapal baru 
karena sumber daya alamnya sudah over fishing namun karena 
dokumen jumlah dan ukuran kapal yang berbeda dengan keadaan di 
lapangan menyebabkan data statistik perikanan masih stabil. 60  
Pemeriksaan fisik kapal mencakup:61 
1. Pemeriksaan kapal: 
a) Identitas kapal; 
b) Bahan utama kontruksi kapal; 
c) Palka ikan dan jenis pendingin; 
d) Ukuran pokok kapal 
2. Pemeriksaan fisik utama terpasang: 
                                                          
60 Hasil wawancana dengan Mifta Indra, Kepala Bagian Pengawasan di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari jumat 1 April 2016 pukul 09.46 
61 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bimbingan Teknis Petugas 
Cek Fisik dan Pendaftaran Kapal Perikanan, Bagian Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 
Provinsi Sul-Sel, Makassar, 2015, hlm. 9. 
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a) Merek mesin; 
b) Nomor seri mesin; 
c) Informasi tipe dan daya mesin 
3. Pemeriksaan alat penangkap ikan  
Pemeriksaan fisik terhadap alat penangkap ikan yang 
digunakan pada kapal penangkap ikan meliputi jenis dan 
ukuran alat penangkap ikan; 
4. Pemeriksaan aspek sanitasi dan hygiene 
Pemeriksaan fisik kapal penangkap/pengangkut ikan bermanfaat 
untuk menyediakan data sebaran kapal perikanan di seluruh 
Indonesia, tertatanya struktur armada penangkapan ikan di setiap 
wilayah pengelolaan perikanan (WPP), menjamin kepastian usaha 
penangkapan ikan secara berkelanjutan, terwujudnya pelaksanaan 
pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, mencegah 
terjadinya illegal fishing serta terjaganya kelestarian sumber daya 
ikan. Adanya perbedaan statistik perikanan tangkap dengan yang 
terjadi di lapangan menyebabkan pengendalian kapal tidak 
terlaksana secara efektif. Padahal apabila terjadi jumlah kapal yang 
tidak sesuai dengan sumber daya perikanan di suatu wilayah dikenal 
adanya alokasi62 kapal untuk menekan jumlah kapal tersebut. 
Alokasi ini seperti melakukan migrasi nelayan dari tempat yang 
potensi sumber daya ikannya hampir mencapai batas maksimum 
pengelolaan ke tempat yang sumber daya ikannya masih melimpah 
                                                          
62 Jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi  di wilayah perairan 
tertentu yang merupakan bagian dari WPP-NRI berdasarkan estimasi potensi sumber 
daya ikan yang ditetapkan 
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Permasalahan perizinan juga ditemukan terkait kewenangan 
kabupaten/kota yang dihapuskan sejak Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2014 
diundangkan, aturan terkait perizinan kapal yang diatur dalam 
Peraturan Menteri tentang Usaha perikanan Tangkap belum diubah. 
Hal ini mengakibatkan terjadi kekosongan aturan terkait  perizinan 
kapal ukuran 1-10 GT. Untuk permasalahan tersebut berdasarkan 
wawancara lebih lanjut terhadap 2 (dua) dinas perikanan provinsi, 
yaitu dinas perikanan provinsi Maluku dan Dinas Perikanan Provinsi 
Sulawesi Selatan. ditemukan perbedaan dari kedua dinas tersebut 
dalam menanggapi kekosongan aturan akibat Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
Di Provinsi Maluku, Dinas Perikanan dari tahun 2014 sampai 
sekarang tidak melayani penerbitan izin maupun perpanjangan izin 
kapal penangkap ikan. Namun agar nelayan tetap dapat menangkap 
ikan, Nelayan dapat menggunakan Surat Keterangan Berlayar (SPB) 
yang dikeluarkan syahbandar pelabuhan tempat kapal bersandar. 
Kebijakan ini digunakan sampai ada peraturan khusus yang 
mengatur perizinan kapal untuk ukuran 1-10 GT.63 Berbeda dengan 
di Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan tetap melayani penerbitan izin 
                                                          
63 Hasil wawancara dengan Rusdi Makatika, Kepala Seksi Pengelolaan dan 
Penangkapan Dinas Perikanan Provinsi Maluku, pada hari senin 18 April 2016 pukul 
11.52 
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kapal untuk ukuran 1-10 GT di BPKMD, namun dengan pengukuran 
kapal yang tetap pada syahbandar Pelabuhan Kabupaten/kota.64 
Dari 2 (dua) kebijakan berbeda tersebut terdapat adanya 
kelemahan-kelemahan pada kebijakan yang dilakukan oleh dinas 
perikanan Maluku dan Sulawesi Selatan. Diantaranya adalah terkait 
pendataan kapal guna pengendalian jumlah kapal oleh dinas 
Perikanan Provinsi Maluku yang tidak jelas, karena data statistik 
perikanan tangkap terkait dengan jumlah kepal penangkapan ikan 
ukuran 1-10 GT tidak terdaftar selama lebih dari 2 (dua) tahun. 
Sementara terkait dengan kelemahan kebijakan dinas perikanan 
provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari akses untuk nelayan-
nelayan kecil dalam melakukan pengurusan kapal. BPKMD biasanya 
ada pada ibu kota provinsi. Jadi untuk melakukan pengurusan kapal 
seluruh nelayan penangkap ikan harus ke ibu kota provinsi. Padahal 
kapal 1-10 GT dimiliki oleh nelayan yang tidak terlalu besar. hal ini 
merupakan suatu sistem yang menyulitkan dan mengarah kepada 
sistem pemerintahan sentralistik karena seharusnya kewenangan ini 
dikembalikan ke Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
Beberapa masalah yang dihadapi oleh Bagian Hukum dan 
Pengawasan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait 
perizinan kapal65 adalah sebagai berikut: 
                                                          
64 Hasil wawancana dengan Mifta Indra, Kepala Bagian Pengawasan di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari jumat 1 April 2016 pukul 09.46 
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a. ada beberapa dokumen yang ditemukan tidak sesuai dengan 
yang ada di lapangan; 
b. Ditemukan  beberapa ketidaksesuaian antara ukuran kapal yang 
sebenarnya dengan yang tertera dalam dokumen kapal (Mark 
down ukuran kapal), salah satu pemicunya adalah terkait dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah; 
c. Banyak ditemukan adanya multi dokumen, dalam hal ini satu 
dokumen tapi bisa digunakan untuk beberapa kapal; 
d. Sebaiknya dalam hal perpanjangan izin kapal serta terjadinya 
perubahan fisik kapal serta penggantian mesin baru, serta 
banyaknya perubahan lainnya, sehingga perlu dilakukan 
pemeriksaan fisik ulang.; 
e. Untuk kondisi di Provinsi Sulawesi Selatan, mata rantai sistem 
perizinan masih perlu diefektifkan dengan mengintegrasikan izin 
penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran, budidaya dalam 
PTSP. Dibutuhkan penyesuaian pelayanan perizinan dan Non 
Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mengakomodir kewenangan 
Provinsi sesuai UU 23/2014 dan Pengembangan Elektronical 
Perizinan Usaha ( Aplikasi izin secara online) terkait peningkatan 
kewenangan Provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014; 
                                                                                                                                                               
65 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bimbingan Teknis Petugas 
Cek Fisik dan Pendaftaran Kapal Perikanan, Bagian Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 
Provinsi Sul-Sel, Makassar, 2015, hlm. 7. 
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f. Kondisi saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan  : (a) Penerbitan izin 
usaha penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran dilakukan 
melalui BKPMD dalam sistem PTSP setelah dilakukan verifikasi 
teknis dan administrasi oleh SKPD teknis. (b) pengurusan izin 
usaha melalui sistem online dilakukan oleh pemerintah pusat 
(khususnya armada ukuran diatas 30 GT). 
Selain Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia, ada juga 
kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait 
pengendalian akses terbuka. Bahkan bukan saja mengendalikan, namun 
kebijakannya itu menghentikan sementara akses penangkapan ikan. 
kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian 
sementara (MORATORIUM) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Yang pada 
pasal 1 mengatur:66 
(1) Menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di 
wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
(2) Penghentian sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya 
dilakukan di luar negeri 
Menteri Susi menegaskan bahwa moratorium ini hanya 
diperuntukkan untuk kapal asing diatas 30 GT yakni kapal yang 
pembangunannya dilakukan di luar negeri. Selama moratorium SIUP, SIPI 
                                                          
66 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-
KP/2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1762) 
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dan SIKPI akan ditangguhkan dan ditertibkan. Dasar pelaksanaan 
moratorium ini diantaranya adalah pemulihan sumber daya perikanan 
yang sudah terkuras, perbaikan lingkungan yang rusak, dan memantau 
kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan. Selain itu juga untuk 
meningkatkan kehidupan nelayan, serta memberi kesempatan kepada 
pengusaha dengan kapal lokal untuk lebih banyak mendapatkan 
manfaat.67 
Tidak dipungkiri bahwa Menteri Susi melihat sumber daya perikanan 
sudah semakin menipis. Maka akses terbuka perlu di batasi sementara 
untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya perikanan untuk 
beregenerasi. Penulis melihat kebijakan yang dikeluarkan menteri Susi 
mirip dengan sistem hukum adat Sasi di Maluku bedanya kebijakan 
menteri Susi tidak berkelanjutan. Moratorium diberlakukan selama kurang 
lebih setahun dan belum pasti kapan akan diberlakukan kembali. 
Langkah yang dibuat oleh menteri Susi membuahkan hasil. Dalam 
Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di gedung Minabahari I 
Kementrian Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi menceritakan selama 
sebulan pelaksanaan Moratorium membuat pasokan sumber daya 
perikanan perlahan mulai meningkat.68 Wakil presiden Jusuf Kalla dalam 
surat tiga halaman yang ditujukan kepada Menteri Susi meminta kepada 
                                                          
67 Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Berita, 2014, Moratorium Perizinan Kapal mulai 
Dilaksanakan, www.kkp.go.id/index.php/berita, diakses tgl 10-5-2016 
68 Tabita Diela, Berita, 2014, Dampak Moratorium Izin Kapal Ikan Ikan di Laut Kita. 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014, diakses tgl 10-5-2016 
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menteri Susi untuk mengevaluasi kembali moratorium izin kapal asing. 
Dampak Moratorium itu mengakibatkan ribuan pekerja industri perikanan 
di-PHK salah satunya di Ambon. Namun keputusannya, kebijakan tersebut 
tetap dilaksanakan dengan dasar pengelolaan perikanan bukan hanya 
berbicara terhadap kesejahteraan nelayan namun berbicara mengenai 
perikanan yang berkelanjutan untuk generasi kedepannya.69 
2. Upaya Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan Sistem 
Hukum Adat Sasi Laut dan Undang-Undang Perikanan di 
Indonesia 
1. Sistem Hukum Adat Sasi Laut 
Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil 
sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi 
menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun 
nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam 
pelaksanaan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia 
dengan alam dan antar manusia dan wilayah yang dikenakan. Ada 
4 (empat) jenis sasi adat yang dikenal pada masyarakat Maluku, 
yaitu Sasi Laut, Sasi Kali, Sasi Hutan dan Sasi dalam Negeri. 
Sasi memlilki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam 
suatu keputusan kerapatan Dewan Adat (Saniri; di Haruku disebut 
Saniri’a Lo’osi Aman Haru-Ukui atau Pleno Dewan Adat Saniri 
                                                          
69 Hasil wawancara dengan Rusdi Makatika, Kepala Seksi Pengelolaan dan 
Penangkapan Dinas Perikanan Provinsi Maluku, pada hari senin 18 April 2016 pukul 
11.52 
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Negeri Haruku). Keputusan kerapatan adat inilah yang 
dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada Lembaga 
Kewang, yakni ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan-peraturan sasi. Lembaga kewang di 
Haruku dibentuk sejak praktik tradisi sasi ada dan diberlakukan di 
negeri ini. Struktur kepengurusannya adalah seorang kepala 
kewang Darat, seorang kepala kewang laut, Seorang pembantu 
kewang darat, seorang pembantu kewang laut, seorang 
sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang anggota. 
Adapun para anggota kewang dipilih dari setiap Soa (marga) yang 
ada di Haruku. Sedangkan kepala kewang diangkat menurut 
warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk pemula pemangku 
jabatan tersebut sejak awal mulanya dulu.70 
Sistem hukum Sasi yang diterapkan pada setiap negeri71 yang 
ada di Maluku sebenarnya meliputi seluruh sumber daya ikan 
yang masuk dalam area Sasi tutup. Namun, karena kebutuhan-
kebutuhan masyarakat di setiap negeri biasanya terfokus pada 
beberapa jenis ikan maka di Maluku ada beberapa jenis Sasi Laut, 
seperti di Negeri Haruku sasi yang terkenal adalah Sasi Ikan 
Lompa72, di Saparua yang terkenal adalah Sasi Taripang dan 
                                                          
70 Wawancara dengan Elisa Kissya, Kepala Kewang Negeri Haruku Maluku, pada hari 
Jumat 15 April 2016 pukul 10.39 
71 Maluku sampai sekarang  terdiri atas negeri-negeri kecil dengan rajanya sendiri-
sendiri. Untuk itulah Maluku sering disebut sebagai Negeri para raja. 
72 Lompa dengan nama ilmiah Bali Sardinela yang sering dijadikan ikan kaleng. 
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banyak jenis-jenis Sasi laut lainnya. Disini penulis akan mencoba 
menggali jenis Sasi Laut yang ada di Negeri Haruku. 
Peraturan Sasi laut yang ada di Negeri Haruku adalah: 
a. Batas Sasi Laut adalah dari Balai desa sampai 200 meter ke 
arah laut; 
b. Dilarang menangkap ikan yang berada dalam daerah sasi 
dengan menggunakan jenis alat tangkap apapun, terkecuali 
jala, tetapi harus dengan berjalan kaki dan tidak boleh 
menggunakan perahu. Bagi mereka yang menggunakan jala, 
persyaratannya adalah hanya boleh menebar jala pada batas 
kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa.; 
c. Daerah lautan bebas adalah daerah diluar dari daerah Sasi, 
orang boleh menangkap ikan dengan jaring, tetapi tidak boleh 
bersengketa, jika bersengketa maka labuan bebas itu akan di 
sasi juga.; 
d. Bila ada ikan lompa yang masuk ke daerah labuan bebas, 
maka dilarang ditangkap dengan jaring.; 
e. Pada daerah labuan bebas, dilarang menangkap ikan dengan 
menggunakan jaring karoro73. 
Tata cara pelaksanaan Sasi Laut, Periode Sasi buka dan Sasi 
tutup ditentukan oleh pengawas adat berdasarkan pengamatan 
                                                          
73 Redi Karoro atau lebih dikenal dengan jaring karoro, adalah jaring bermata kecil yang 
sangat halus seperti kelambu dengan ukuran kurang lebih 1 inchi. 
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terhadap laut dan jumlah ikan. apabila sedang musim ombak 
diadakan sasi buka. Untuk penangkapan ikan, diadakan 
pengundian terhadap keluarga yang akan menangkap ikan. 
pengundian dilakukan setiap minggu. Jadi selama 1 (satu) 
minggu keluarga yang mendapatkan giliran, akan menangkap 
ikan di seluruh daerah yang disasi. Hasil yang ditangkap akan 
ditebar di jalan sekitar balai desa. Hasil tangkapan akan dibagi 
antara penangkap dan masyarakat negeri Haruku dengan 
perbandingan 40% bagi penangkap dan 60% dibagi secara 
merata terhadap masyarakat negeri Haruku.74 
Pengundian penangkap ikan akan terus dilakukan selama 
kewang melihat ikan masih melimpah. Apabila tangkapan ikan 
sudah mulai menurun dan ombak juga mulai tenang, 
penangkapan ikan akan dihentikan dan sasi tutup dimulai. Jadi 
periode sasi buka dan sasi tutup tidak ada batas pastinya. Tanda 
apabila sasi ditutup adalah kayu buah sasi, terdiri dari kayu yang 
ujungnya dililit dengan daun tunas kepala (janur) dan 
dipancangkan pada tempat-tempat tertentu untuk menentukan 
luasnya daerah sasi. Dan apabila periode sasi buka, tanda itu 
akan dicabut. Nelayan penangkap ikan tetap bisa menangkap 
                                                          
74 Wawancara dengan Elisa Kissya, Kepala Kewang Negeri Haruku Maluku, pada hari 
Jumat 15 April 2016 pukul 10.39 
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ikan selama periode sasi tutup namun daerah penangkap ikannya 
berada di labuan bebas. 
kelemahan dari sistem adat sasi adalah terkait dengan alat 
penangkapan yang dilakukan selama periode Sasi Buka. 
Pelarangan menggunakan jaring karoro hanya pada daerah 
labuan bebas, jadi daerah sasi tidak ada aturan penangkapan 
dengan alat tersebut. Penangkapan dengan jaring karoro 
membuat benih ikan atau ikan yang belum mencapai ukuran 
dewasanya akan ikut tertangkap. Walaupun sumber daya 
perikanan yang diperoleh selalu melimpah setiap tahun, namun 
aspek regenerasi ikan juga harus dipentingkan. 
2. Sasi Ikan Lompa 
Legenda Sasi Lompa menurut cerita rakyat Haruku, konon di 
kali Learissa Kayeli, sejenis sungai di kepulauan Haruku hidup 
seekor buaya yang dijuluki sebagai Raja Learissa Kayeli. Buaya itu 
sangat akrab dengan warga negeri Haruku, saat itu mereka 
percaya pada kekuatan gaib yang sering membantu mereka dan 
percaya bahwa binatang dapat berbicara kepada manusia. Buaya 
ini sering membantu manusia untuk menyeberangi kali jika hendak 
kehutan karena dahulu belum ada jembatan.75 
                                                          
75 Wawancara dengan Elisa Kissya, Kepala Kewang Negeri Haruku Maluku, pada hari Jumat 15 
April 2016 pukul 10.39 
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Pada suatu saat terjadi perkelahian antara buaya-buaya 
dengan dengan seekor ular besar di tanjung Sial kepulauan Seram. 
Perkelahian selalu diakhiri dengan kekalahan buaya, karena 
terdesak buaya-buaya itu meminta bantuan kepada raja Learissa 
Kayeli yang saat itu sedang hamil. Perkelahian sengit tak 
terhindarkan dan ular besar itu akhirnya berhasil dibunuh oleh raja 
buaya. Sebagai hadiah, buaya-buaya seram memberikan ikan-ikan 
lompa kepada raja learissa untuk makanan bayinya jika lahir kelak. 
Maka pulanglah Buaya Learissa Kayeli ke Haruku dengan 
membawa berjuta-juta ikan lomba. 
Pelaksanaan Sasi tutup Ikan lompa biasanya mulai antara 
bulan April sampai Mei, ditandai dengan bibit dan benih ikan lompa 
yang mulai terlihat secara berkelompok. Pada bulan itu Kewang 
mulai memasang tanda sasi di daerah sasi ikan lompa. Aturan-
aturan yang diberlakukan pada saat sasi tutup ikan lompa adalah: 
a. Ikan-ikan lompa, pada saat berada dalam kawasan lokasi sasi, 
tidak boleh ditangkap atau diganggu dengan alat dan cara 
apapun juga.; 
b. Motor laut tidak boleh masuk ke dalam kali learissa kayeli 
dengan mempergunakan atau menghidupkan mesin; 
c. Barang-barang dapur tidak boleh lagi dicuci di kali; 
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d. Sampah tidak boleh dibuang ke dalam kali, tetapi pada jarak 
sekitar 4 meter dari tepian kali pada tempat-tempat yang telah 
ditentukan oleh kewang; 
e. Bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan ini akan 
dikenakan sanksi satu hukuman sesuai ketetapan dalam 
peraturan sasi, yakni berupa denda dan diarak keliling Haruku. 
Adapun untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran akan 
dikenakan hukuman dipukul rotan sebanyak 5 kali, yang 
menandakan bahwa anak itu harus memikul beban amanat 
dari lima soa (marga) besar yang ada di Haruku. 
Setelah ikan lompa dilindungi cukup besar dan siap dipanen 
(sekitar 5-7 bulan setelah terlihat pertama kali), kewang dalam 
rapat rutin seminggu sekali pada hari jumat malam menentukan 
waktu untuk buka sasi ikan lompa yang akan dilaporkan kepada 
raja (kepala Desa) untuk segera diumumkan kepada seluruh 
warga. Jika hari sudah ditentukan, diadakan upacara panas sasi 
(persiapan sebelum sasi buka) pada jam 03.00 dini hari, kewang 
melanjutkan tugasnya dengan makan bersama dan kemudian 
membakar api unggun (daun kelapa kering biasa disebut lobe) di 
muara kali learissa kayeli dengan tujuan untuk memancing ikan-
ikan lompa masuk kedalam kali sesuai perhitungan pasang air 
laut.  
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Biasanya, tidak lama kemudian, kawanan ikan lompa pun 
segera masuk ke dalam kali. Pada saat itu, warga sudah siap 
memasang bentangan di muara agar pada saat air surut , ikan-
ikan itu tidak dapat lagi keluar ke laut. Bentangan ini berupa jala 
atau jaring dengan ukuran seperti karoro. Tepat pada saat air 
mulai surut, pemukulan tifa pertama dilakukan sebagai tanda bagi 
masyarakat bersiap untuk menuju ke kali. Tahuri ditiup sebagai 
tanda warga menuju ke kali. Tifa ketiga sebagai tanda raja, saniri 
negeri dan pendeta menuju ke kali. Rombongan raja melakukan 
penebaran jala pertama, disusul pendeta, dan barulah 
masyarakat bebas menangkap ikan-ikan lompa yang ada.  
Biasanya sasi dibuka selama satu sampai dua hari, kemudian 
segera ditutup kembali dengan upacara panas sasi lagi. Biasanya 
ikan yang diperoleh masyarakat Haruku kurang lebih 35 ton ikan 
lompa. Jumlah ikan yang sangat besar bila dibandingkan dengan 
cara panen yang sangat mudah. Namun hasil panen sasi ikan 
lompa tidak boleh diperdagangkan dan semua masyarakat baik 
masyarakat Haruku ataupun pengunjung yang dapat pada saat 
buka sasi ikan lompa bebas menangkap ikan yang ada. 
Kelemahan yang sama dengan sistem hukum adat sasi laut 
dengan sasi ikan lompa. Pada saat sasi buka ikan lompa, 
masyarakat membentengi ikan lompa agar tidak kembali ke laut 
menggunakan jala atau jaring dengan ukuran yang sangat kecil. 
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Jaring ini membuat semua ukuran ikan lompa mulai dari yang 
masih benih sampai dewasa ikut tertangkap. Menurut data yang 
penulis dapatkan dari aplikasi seafood advisor, ikan lompa atau 
dikenal dengan Bali Sardinela. Ikan yang biasa dijadikan sebagai 
ikan kaleng mempunyai ukuran untuk ikan jantan yaitu 15 cm dan 
ikan betina 16 cm76. Jadi sebelum mencapai ukuran dewasa ini, 
ikan lompa sangat tidak diperbolehkan untuk ditangkap demi 
kepentingan regenerasi.  
Terlepas dari cara penangkapan yang dilakukan oleh 
masyarakat Haruku, sistem hukum adat sasi adalah sistem yang 
sangat efektif dalam mencegah kepunahan dan kelangkahan dari 
sumber daya perikanan. Karena hanya sistem adat sasi yang 
memberikanan kesempatan yang cukup panjang untuk ikan 
beregenerasi karena sesungguhnya cara pelestarian sumber 
daya perikanan yang baik hanya memberikan waktu untuk ikan 
tidak ditangkap selama beberapa saat karena sifatnya yang 
mampu beregenerasi dengan baik.  
Penulis juga berpendapat bahwa yang menjadikan sistem 
hukum adat sasi masih berlaku sangat baik sampai saat ini 
adalah kehadiran coprs77 kewang dan kepala kewang seperti 
Elisa Kesya yang sudah menegakkan keberlakuan aturan adat 
                                                          
76 WWF-Indonesia, 2011, Seafood Advisor ,Aplikasi play store. 
77 Penamaan untuk satuan yang menjaga penegakan adat pada  sistem hukum adat sasi. 
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selama 37 tahun. Karena untuk menjadikan suatu aturan dapat 
ditegakkan dengan baik adalah dengan menjaga konsistensi 
penegak aturannya. Dengan sistem keturunan dalam pergantian 
corps kewang maka perlu adanya pembinaan secara mendalam 
kepada ahli waris sejak dini sampai betul-betul siap memegang 
jabatan sebagai corps kewang.  
Sistem peradilan adat di negeri Haruku yang dilakukan oleh 
coprs kewang. Apabila ada yang melakukan pelanggaran akan 
dilakukan sidang yang biasanya dilakukan pada hari jumat. 
Sidang dilakukan di rumah pertemuan kewang dengan dipimpin 
oleh kepala kewang. Persidangan dilakukan seperti dalam 
peradilan biasa, kepala kewang menggunakan palu sidang dan 
baju kebesaran kewang hitam hitam dan selempang merah 
kuning. Pelanggar duduk didepan kepala kewang dan dikelilingi 
oleh coprs kewang. Dihadirkan saksi saksi terkait pelanggaran 
dan diakhiri dengan sanksi yang sesuai dengan jenis 
pelanggaran. 
Sanksi yang paling berat dirasakan oleh masyarakat negeri 
Haruku adalah sanksi moral. Karena keputusan pada saat 
persidangan adat hanya berupa denda dan tidak terlalu banyak 
jumlahnya. Namun setelah persidangan, pelanggar akan diarak 
dari rumah pertemuan kewang ke balai desa. Sanksi inilah yang 
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menurut penulis sangat memberikan efek jerah kepada pelanggar 
dan membuat takut masyarakat untuk melakukan pelanggaran. 
Berdasarkan hasil wawancara di kantor Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara Provinsi Maluku. Ditemukan faktor-faktor yang 
membuat sistem hukum adat sasi mulai ditinggalkan di beberapa 
daerah di provinsi Maluku. Contohnya di Negeri Saparua 
sekarang yang ada hanya sasi gereja yang dulunya daerah ini 
sangat ketat memberlakukan Sistem hukum adat sasi. Sasi yang 
terkenal disini adalah Sasi Taripang dan lobster. Namun sejak 
kepala kewangnya maju sebagai lembaga eksekutif di Maluku, 
sasi adat tidak lagi berlaku efektif dan digantikan dengan sasi  
gereja.78 
Perbedaan antara sistem hukum adat sasi dengan sistem sasi 
gereja terletak pada jenis sanksi yang diberikan dan siapa yang 
memberlakukan. Untuk sistem hukum adat sasi, sanksinya jelas 
bisa berupa denda, cambuk dan lain sebagainya. Namun untuk 
sasi gereja, sanksinya tidak nyata, namun lebih kepada dosa 
kepada Tuhan apabila melakukan pelanggaran. Yang 
menyelenggarakan sasi buka dan sasi tutup pada sistem hukum 
adat sasi adalah Kewang sedangkan dalam sasi gereja yang 
menyelenggarakan sasi buka dan tutup adalah pendeta. 
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Nusantara (AMAN) Provinsi Maluku, Pada hari Sabtu 16 April 2016 pukul 15.03 
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3. Perlindungan Terhadap Sistem Hukum Adat Sasi  
Dalam Perundang-Undangan yang mengatur masalah 
perikanan itu sendiri mengakui adanya sistem adat dalam 
pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Dalam Bab IV pasal 6 
menyebutkan79 : 
(1) Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk 
tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, 
serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. 
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan 
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus 
mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan 
lokal serta memperhatikan peran masyarakat. 
 
Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini menyebutkan dalam 
penangkapan dan pembudidayaan ikan harus 
mempertimbangkan hukum adat. Lebih lanjut dalam penjelasan 
Pasal 6 Perundang-Undangan ini menyebutkan Hukum adat 
dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam 
pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan 
hukum nasional. Jadi sepanjang Hukum Adat Sasi ini masih ada 
pada kenyataannya, dan tidak bertentangan dengan hukum 
nasional selama itu pula sistem hukum ini tetap diakui dalam 
oleh Hukum Nasional. 
Namun terkait dengan sistem hukum adat sasi ternyata dari 
masyarakat yang memberlakukannya tidak pernah mendapatkan 
                                                          
79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
118) Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 
Nomor 154) Tentang Perikanan  
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perlindungan atau bantuan terhadap sistem hukum adat sasi 
tersebut. Bahkan sering di daerah sasi mereka terdapat 
masyarakat luar yang mengambil sumber daya perikanan tanpa 
menghormati sistem hukum adat yang mereka berlakukan. 
Masyarakat berharap dinas perikanan lebih peduli dengan 
melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan 
ilegal di sekitar wilayah mereka.80 
Dinas perikanan yang penulis wawancarai mengatakan 
memang belum ada program-program atau kegiatan mereka 
terkait bagaimana melakukan perlindungan hukum terhadap 
sistem adat sasi yang diberlakukan masyarakat Maluku. Yang 
ada hanyalah program pembuatan profil adat sasi yang akan 
mereka buat agar para peneliti yang nantinya akan melihat 
sistem hukum adat sasi lebih dimudahkan, itupun akan berjalan 
tahun depan81. Jadi kesimpulannya dinas perikanan provinsi 
Maluku belum mengakodomasi sistem hukum adat sasi. 
Selain Undang-undang Perikanan Indonesia sebenarnya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah sebenarnya telah mengatur untuk melakukan 
pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat yang tercantum 
                                                          
80 Wawancara dengan Elisa Kissya, Kepala Kewang Negeri Haruku Maluku, pada hari 
Jumat 15 April 2016 pukul 10.39 
81 Wawancara dengan Mira Padang, Kepala Seksi Konservasi Provinsi Maluku, Pada hari 
senin 18 April 2016 Pukul 10.47 
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dalam lampiran pembagian kewenangan pemerintahan daerah 
sebagai berikut: 
TABEL 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa82 
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT 
DAERAH 
PROVINSI 
DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA 
1 Lembaga 
Kemasyarak
atan, 
Lembaga 
Adat, dan 
Masyarakat 
Hukum adat 
Pemberdayaan 
lembaga 
kemasyarakatan 
yang bergerak di 
bidang 
pemberdayaan 
desa tingkat 
nasional 
Pemberdayaan 
lembaga 
kemasyarakatan 
yang bergerak di 
bidang 
pemberdayaan 
desa dan 
lembaga adat 
yang masyarakat 
hukum adat. 
Pelakunya 
hukum adat 
yang sama 
berada di lintas 
daerah 
kabupaten/kota 
a. Pemberdayaan 
lembaga 
kemasyarakatan 
yang bergerak di 
bidang 
pemberdayaan 
desa dan lembaga 
adat tingkat 
daerah 
kabupaten/kota 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
hukum adat yang 
masyarakat 
pelakunya hukum 
adat yang sama 
dalam daerah 
kabupaten/kota 
b. Pemberdayaan 
lembaga 
kemasyarakatan 
dan lemabaga 
adat tingkat desa 
 
                                                          
82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 
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Selain Undang-Undang perikanan Indonesia dan Undang-
Undang pemerintah Daerah, ada juga Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau 
kecil. Yang mengatur perlindungan masyarakat adat dan 
dijadikan sebagai kawasan konservasi83. Undang-Undang  inipun 
menyebut beberapa hukum adat di Indonesia salah satunya 
adalah sistem hukum adat sasi. Aturannya adalah sebagai 
berikut:84 
Pasal 28 
(1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
diselenggarakan untuk 
a. Menjaga kelestarian Ekosistem pesisir dna pulau-pulau 
kecil; 
b. Melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; 
c. Melindungi habitat biota laut; dan 
d. Melindungi situs budaya internasional 
(2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi 
(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem 
diselenggarakan untuk melindungi: 
1. Sumber daya ikan 
                                                          
83 Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, 
pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya 
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragamannya. 
84 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) 
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2. Tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut 
3. Wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, 
mane’e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah adat 
tertentu; dan 
4. Ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap 
perubahan 
4. Analisis SWOT yang penulis tentukan terhadap data yang 
didapatkan: 
a. Strength (kekuatan) 
1) Korps kewang yang memiliki konsistensi dalam menegakkan 
aturan-aturan sistem hukum adat sasi 
2) Adanya konsep pemberian kesempatan kepada sumber 
daya perikanan dalam melakukan regenerasi sebelum 
dipanen 
b. Weakness (kelemahan) 
1) Cara penangkapan ikan dalam masa sasi buka kurang 
memperhatikan ukuran dewasa sumber daya perikanan. 
2) Walaupun sasi laut diperuntukkan untuk semua jenis ikan, 
namun fokus masyarakat hanya terbatas pada sumber daya 
perikanan tertentu seperti ikan lompa, taripang yang menjadi 
panganan utama mereka. 
c. Opportunities (peluang) 
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1) Sumber daya perikanan yang melimpah dan sifat ikan yang 
mampu beregenerasi dengan baik membuat sumber daya 
perikanan tidak akan berkurang. Dengan waktu yang cukup 
lama dalam melakukan sasi tutup menyebabkan regenerasi 
ikan akan sangat efektif. 
2) Permintaan pasar yang tinggi terhadap jenis ikan lompa 
sebagai bahan dasar makanan ikan kemasan. 
d. Threats (Ancaman) 
1) Adanya penangkap-penangkap ikan dari luar masyarakat 
adat yang membuat pelaksanaan sasi tutup biasanya tidak 
efektif. 
2) Kurangnya pengawasan dan perlindungan pemerintah 
daerah terhadap jenis pelestarian sasi mereka 
memungkinkan lama kelamaan sistem sasi ini akan 
ditinggalkan, karena keputus asaan dalam menjaga sumber 
daya tidak didukung oleh masyarakat diluar hukum adat 
berlaku. 
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5. Pelestarian dengan Undang-Undang Perikanan Indonesia 
Pelestarian Sumber Daya Perikanan yang diatur dalam Undang-
Undang Perikanan Indonesia diatur dalam pasal 7 yaitu:85 
(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya 
ikan, ditetapkan : 
a. Rencana pengelolaan perikanan; 
b. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia; 
c. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia 
d. Potensi dan alokasi lahan pembudidaya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; 
e. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah 
pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia; 
f. Jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan 
g. Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan 
ikan; 
h. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; 
i. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan 
ikan; 
j. Pelabuhan perikanan 
k. Sistem pemantauan kapal perikanan; 
l. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 
m. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan 
ikan berbasis budi daya 
n. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya 
o. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 
lingkungannya; 
p. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta 
lingkungannya 
q. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap 
r. Kawasan konservasi perairan 
s. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan 
t. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
u. Jenis ikan yang dilindungi 
 
                                                          
85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118) Jo. 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154) Tentang 
Perikanan 
87 
 
Di provinsi Sulawesi Selatan jenis pelestarian yang dilakukan 
yaitu poin (e) Undang-Undang Perikanan Indonesia, atau dinas 
perikanan Sulawesi Selatan menyebutnya dengan istilah 
Restoking atau penambahan benih jenis ikan tertentu di wilayah 
pengelolaan. Kegiatan restocking ini dilakukan di danau tempe 
setiap tahun sekali. Jenis pelestarian kedua yaitu pada poin (f) 
jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. ketiganya diatur 
pada saat akan mengajukan pemberian surat izin penangkapan 
ikan (SIPI). Ada beberapa alat yang dilarang penggunaannya di 
Indonesia seperti pukat trawl, cantrang, bom, dan kompressor. 
Untuk jumlah setiap kapal hanya diperbolehkan memiliki s (dua) 
alat penangkapan ikan. dan ukurannya setiap mata jaring 
minimal harus 2 inci. 86 
Selanjutnya yaitu poin (j) pelabuhan perikanan, setiap kapal 
hanya diperbolehkan mendaratkan kapal dengan hasil 
tangkapan di 2 (dua) pelabuhan yang telah ditetapkan sebelum 
berlayar. Selanjutnya poin (k) pemantauan kapal yang sangat 
tidak efektif, disamping penyidik perikanan yang kurang, armada 
pengawasan juga kurang cepat dibandingkan kapal-kapal 
penangkap ikan. selanjutnya poin (n) pembudidayaan dan 
                                                          
86 Saiful Andri, Wawancara, Bagian Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sulawesi Selatan, Makassar, 31 Maret 2016 
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 perlindungan ikan tertentu. Selanjutnya poin (r) kawasan 
konservasi perairan yang dilakukan di takabonerate dan 
kapoposan.  
Di Maluku sendiri jenis pelestarian yang di atur oleh undang-
undang perikanan Indonesia yang paling difokuskan adalah poin 
(r) kawasan konservasi perikanan dan poin (u) jenis ikan yang 
dilindungi. Ada 10 (sepuluh) daerah konservasi yang ditentukan 
oleh dinas perikanan dan 3 (tiga) diantaranya telah mendapatkan 
pengakuan dari menteri melalui keputusan menteri kelautan dan 
perikanan. Dan untuk jenis ikan yang dilindungi, ada ikan 
napoleon dan ikan morea (sejenis belut).87 
6. Analisis SWOT yang penulis tentukan terhadap data yang 
didapatkan: 
a. Strength (kekuatan) : 
1) Pelestarian sumber daya perikanan yang diatur dalam 
Undang-undang perikanan Indonesia sudah sangat baik 
yang tersusun dari poin (a) sampai (u) pasal 28. Mulai dari 
alat penangkapan ikan, jenis ikan yang dilindungi, jumlah 
tangkapan, jalur penangkapan, pencegahan pencemaran, 
kawasan konservasi, ukuran minimum penangkapan ikan, dll 
                                                          
87 Saiful Marasabesy, Wawancara, Bagian Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Maluku, 18 
April 2016 
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2) Fokus Undang-undang perikanan tidak hanya pada nelayan 
sebagai subjek penangkap ikan, namun berfokus juga pada 
ikan dan lingkungan sebagai objek penangkapan dan 
lingkungan  penangkapan 
b. Weakness (kelemahan) 
1) Isi dari undang-undang perikanan tidak dilaksanakan dengan 
baik oleh dinas-dinas perikanan, seperti Ukuran ikan yang 
ditangkap. Setiap ikan memiliki ukuran dewasa yang 
berbeda-beda, namun dinas perikanan hanya terfokus pada 
ukuran minimal mata jaring dalam melakukan penangkapan 
ke semua jenis sumber daya perikanan. tidak terfokus pada 
ukuran dewasa setiap ikan yang ditangkap. Restocking tidak 
merata ke semua wilayah pengelolaan perikanan.  
2) Sumber daya manusia dan armada yang kurang sehingga 
pengawasan aturan Undang-undang perikanan tidak efektif 
3) Beberapa isi dari Undang-undang perikanan tidak ada aturan 
pelaksanaannya sehingga menyulitkan penegakan aturan 
tersebut oleh dinas perikanan terkait. 
4) Anggaran dalam menjalankan kegiatan pelestarian minim, 
sehingga tidak memungkinkan menjalankan semua kegiatan 
pelestarian yang ada. 
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5) Undang-Undang Perikanan Indonesia mengatur nelayan 
sebagai subjek penangkap ikan dan ikan sebagai objek 
tangkapan, namun pelaksanaan oleh dinas perikanan lebih 
banyak mefokuskan kepada nelayannya. Program 
pelestarian dengan fokus perikanan tidak ada 
c. Opportunities (peluang) 
1) Sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah dengan 
jumlah biota laut yang sangat beragam 
2) Fokus pemerintahan Jokowi-JK mengarah kepada 
pengembangan kemaritiman. 
d. Threats (ancaman) 
1) Praktik illegal fishing yang marak terjadi dengan 
menggunakan kapal-kapal tergolong besar di atas 30 GT 
dan buatan asing. 
2) Perkembangan teknologi perikanan yang terjadi pada 
nelayan dan kapal penangkap ikan tidak diikuti dengan 
pengembangan armada pengawasan. 
3) Masyarakat sudah kebiasaan menggunakan alat 
penangkapan ikan dengan bom dan kompressor yang 
sangat tidak ramah lingkungan. Penggunaan ini juga 
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membuat sumber daya perikanan hasil tangkapan tidak 
berkualitas. 
Tabel 3. Perbandingan Sistem Hukum Adat Sasi dan Undang-Undang 
Perikanan Indonesia 
NO ASPEK 
PERBANDINGAN 
SISTEM HUKUM ADAT 
SASI 
UNDANG-UNDANG 
PERIKANAN 
1 Jumlah Sumber 
Daya Perikanan 
Melimpah dan akan terus 
melimpah karena 
pelestarian selain fokus ke 
nelayan sebagai subjek 
penangkap ikan juga 
terhadap ikan sebagai objek 
penangkapan 
 
Melimpah namun lama-
kelamaan akan 
berkurang karena 
pelestarian lebih fokus 
kepada penangkapan 
2 Kualitas sumber 
daya perikanan 
Kualitas sumber daya 
perikanan baik karena 
memberikan waktu untuk 
ikan mencapai ukuran 
maksimalnya walaupun 
pada saat penangkapan 
juga terdapat benih yang 
ikut ditangkap 
Jarang didapati kualitas 
yang baik karena tidak 
ada pengaturan musim 
perikanan yang jelas, 
sehingga ikan yang 
mencapai dewasa tidak 
banyak karena 
ditangkap secara terus 
menerus 
 
3  Pelaksanaan dan 
Pengawasan aturan 
kewang yang tegas dalam 
menjalankan setiap aturan 
sasi, sehingga jarang terjadi 
pelanggaran. Sanksi yang 
diberikan tidak hanya fokus 
kepada pelanggar namun 
bagaimana masyarakat lain 
tidak melakukan hal yang 
serupa 
Dinas perikanan yang 
melakukan 
pelaksanaan dan 
pengawasan kurang 
tegas, sehingga ada 
beberapa aturan dalam 
perundang-undangan 
tidak dijalankan dengan 
baik. dan ada beberapa 
pembiaran yang 
dilakukan terhadap 
nelayan yang 
melakukan 
pelanggaran, seperti 
permasalahan SIUP, 
SIPI dan SIKPI 
 
4 Daerah 
Penangkapan 
Dalam masyarakat yang 
menjalankan hukum adat 
Daerah fishing ground 
yang jauh dari pantai. 
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(fishing ground) sasi daerah penangkapan 
atau jarak antara pantai 
dengan tempatnya 
menangkap sangat dekat 
karena daerah sasi tutup 
dimulai dari pinggir pantai. 
Sehingga jumlah ikan 
sangat banyak di daerah 
pantai. 
 
Karena jumlah ikan di 
sekitar pantai sudah 
sangat berkurang 
5  Alat tangkap Alat tangkap yang kurang 
baik karena ukuran mata 
jaring tidak menyesuaikan 
ukuran dewasa ikan yang 
ditangkap 
- Alat tangkap yang 
kurang baik karena 
ukuran mata jaring 
tidak menyesuaikan 
ukuran dewasa ikan 
yang ditangkap 
- Masyarakat masih 
sering menggunakan 
bom dan kompressor 
yang tidak ramah 
lingkungan 
 
6 Open acces Setiap masyarakat dalam 
melakukan penangkapan di 
daerah sasi diadakan 
pengundian. Jadi tidak ada 
perebutan daerah 
penangkapan. Namun 
apabila tutup sasi 
masyarakat tetap dapat 
melakukan penangkapan di 
labuan bebas, dan apabila 
terjadi perebutan daerah 
penangkapan maka daerah 
itu akan ikut di sasi 
Sering terjadi 
perebutan daerah 
penangkapan karena 
jumlah nelayan tidak 
terkendali. Dan 
sistem alokasi tidak 
berjalan karena data 
statistik kapal 
penangkap ikan tidak 
sesuai dengan di 
lapangan sehingga 
statusnya masih 
stabil padahal ada 
beberapa daerah 
yang sudah terjadi 
tangkap jenuh. 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2016 
 
 
 
 
Lanjutan  
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN   
1. Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan Undang-Undang 
Perikanan Indonesia yang dikaitkan dengan open acces 
menyangkut pengendalian izin usaha perikanan. Pengendalian izin 
bukan membatasi hak akses nelayan namun dengan menentukan 
daerah operasi wilayah penangkapan dan alat tangkap 
berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan yang disebut 
dengan alokasi sumber daya perikanan. Namun pada kenyataan 
terdapat ketidaksesuaian data statistik penangkapan, dan berbagai 
permasalahan penerbitan izin seperti ketidaksesuaian dokumen 
dengan data di lapangan sehingga alokasi tidak terlaksana dengan 
baik. 
2. Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan Sistem Hukum Adat 
Sasi sangat baik karena fokus tidak hanya kepada nelayan sebagai 
subjek penangkapan namun fokus juga kepada sumber daya 
perikanan sebagai objek penangkapan seperti memberikan ikan 
kesempatan untuk beregenarasi dengan baik. sistem hukum adat 
sasi juga baik karena faktor penegakkan aturan yang tegas dari 
kewang sebagai pengawas adat. Sedangkan Undang-undang 
Perikanan Indonesia sebenarnya mengatur pelestarian sumber 
daya perikanan dengan baik. Titik fokusnyapun kepada nelayan 
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dan perikanan. Namun penegakkan aturannya tidak dilakukan 
secara menyeluruh oleh dinas perikanan. Sehingga menyebabkan 
pelestarian sumber daya perikanan dengan Undang-Undang 
Perikanan Indonesia kurang efektif. 
B. SARAN  
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang 
diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah : 
1. Sebaiknya dilakukan pendataan ulang terhadap dokumen kapal 
penangkap ikan sehingga data statistik perikanan tangkap menjadi 
jelas. Data statistik ini akan membuat sistem alokasi ikut berjalan 
dengan baik. Selain itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap 
sistem pendaftaran kapal untuk kapal dengan ukuran 1 sampai 30 
GT setelah adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. Karena dengan sistem saat ini lebih banyak 
waktu dan tenaga untuk mengurus perizinan daripada penangkap 
ikan. Karena pada hakikatnya nelayan merupakan penangkap ikan 
bukan petugas administratif.  
2. Sistem hukum adat Sasi sebaiknya tidak fokus dengan sumber 
daya ikan tertentu dan alat tangkapnya diperbaharui dengan alat 
yang lebih ramah lingkungan. Untuk Dinas Perikanan yang 
tugasnya menjalankan Undang-Undang Perikanan Indonesia harus 
lebih tegas dan konsisten dalam menjalankan isi Undang-undang. 
Tidak menjalankan hanya setengah dari apa yang seharusnya. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat pembakaran lobe untuk memanggil ikan lomba menuju sungai 
 
 
 
 
Sungai tempat ikan lompa akan dipanen, luasnya lebih dari 1 km 
 
 
 
 
Rumah pertemuan Kewang biasanya digunakan untuk melakukan rapat dan 
sidang 
 
 
 
 Patung legenda Buaya Learissa Kayeli yang membawa ikan lompa ke negeri Haruku 
 
 
 
